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BAB I. 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pengembangan dunia ~lsaha sangat membutuhkan fasilitas modal dalam jumlah 

yang tidak kecil. Untuk itu diperlukan lembaga terkait lainnya yang mampu 

memberikan pasokan dana secara realitif murah dan mudah. Dunia perbankan yang 

merupakan salah satu iembaga keuangan sudah dipersiapkan untuk mengiringi 

kebijakan pemerintah ini, lewat beberapa deregulasi dan bahkan terakhir untuk 

menguatkan struktur permodalan perbankan dilakukan rekapitulisasi terhadap 

beberapa bank nasional dengan harapan perbankan nasional mampu mengembangkan 

diri sehingga dapat memenuhi permintaan pasar terhadap pinjaman dana yang 

diperlukan. 

Maraknya transaksi bisnis saat ini, maka pelayanan pihak bank terhadap dana 

pinjaman yang dibutuhkan oleh pelaku usaha juga meningkat terns. Ini memaiig tidak 

dapat dihindari, sebab berdasarkan corak managemen modern uniuk mengembangkan 

usaha itu pada umumnya hams didukung denga:: dana dari pihak luar, sedang modal 

milik sendiri menempati prosentasi relative kecil. Seiring dengan ha1 ini 

Muchdarsyah Sinungan mengemukakan dalam satu tulisannya : ' 

1 Muchdarsyah Sinungan, Management Dana Bank, Penerbit Burni Aksara. Jakarta, 
1993, hlm, 84. 



"Sebenamya dalam prinsip ilmu manajemen modem, suiatu badan usaha yang 
dianggap sukses dalam konstelasi perekonomian dan perdagangan adalah 
badan usaha yang dapat secara optimal memanfaatkan dana permodalan dari 
sumber luar. Misalnya bagi perusahaan industri atau perdagangan dimana 
modal usaha yang terbesar adalah justru berasal dari kredit bank, di mana 
modalnya sendiri hanya berkisar 10 sampai 20 O h . "  

Setelah menungu selama 34 tahun sejak undang-undang No. 5 tahun 1960 

tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ( W A )  menjanjikan akan adanya 

~ndang-undang tetang Hak Tanggungan , undang-undang no. 4 tahun 1996 tentang 

Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah 

(Undang-Undang Hak Tanggungan Disingkat UUHT), telah disahkan pada tanggal 

9 April 1996. dengan telah di Undangkannya UUHT tersebui, tenvujudlah sudah 

unifikai h k u m  tanah national. -Lembaga Hak Tanggungan di dalam UUHT tidaklah 

dibangun darisuatu yang belum ada. Hak tanggungan dibangun dengan mengambil 

alih atau mengacu asas-asas dan ketentuan-ketentuan pokok dari Hipotik yang diatur 

oleh KUH perdata.* bTUHT memberikan definisi Hak tangggungan atas tanah beserta 

benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak 

Tanggungan, sebagai berikut Pasal (Pasal 1 ayat (I)) UUHT: 

"Hak Tanggungan adalah Hak Jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang 
Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda- 
benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk itu 
pelunasan utang tertentu terhadap kreditor- kreditar lannya". 

Sutan Remy Sjahdeini, Hak Tanggungan, Asas-Asas, Ketentuan Pokok Dan 
Masalah Yang Dihadapi Oleh Perbankan, Alumni Bandung, 1999, hlm.: 3. 



Ada berapa unsur pokok dari Hak Tanggungan yang termuat di da!am 

definisi tersebut. Unsur-unsur okok ini adalah:" 

a. Hak Tanggungan adalah hak jaminan untuk pelunasan utang. 

b. Objek Hak Tanggungan adalah hak atas tanah sesuai UUPA. 

c. Hak Tanggungan dapat dibebankan atas tanahnya (hak atas tanah) saja, 

tetapi dapat pula dibebankan berikut benda- benda lain yang merupakan 

suatu kesatuan dengan tanah itu. 

d.  Utang yang dijamin hams suatu hutang tertentu. 

e. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor terttentu 

terhadap kreditor-kreditor lain. 

Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang perbankan sebagimana telah 

diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1 9 9 8 ~  memberikan panduan agar bank 

dalam melaksanakan kegiatan pemberian kredit senantiasa mendasarkan pada 

keyakinan bahwa debitor mampu mengembalikan kredit yang diperolehnya pada 

waktu yang telah dipejanjikan. Dengan perkataan lain kredit yang diberikan 

te jamin pengembaliannya. Dan untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelzm bank 

memberikan kredit persetujuan atas kredit yang diminta, perlu dilakukan penilaian 

yang cermat terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha debitor. 

Sedangkan agunan atau jminan sebagai salah satu unsur yang dinilai dapat berupa 

' Ibid: ha1 4. 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan 



barang, proyek, hak tagih yang dibiayai dengan kredit dan bila menyangkut tanah, 

hukum Agraria mengatur secara khusus.' 

Dalam penyaluran kt-edit penerapan prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh 

pihak perbankan tampak dalam praktek dimana persyaratan kredit berupa adanya 

jaminan. Meskipun adanya jarninan bukan sebagai syarat mutlak. persyaratan adanya 

jaminan ini bagi para pihak bank merupakan salah satu upaya preventif bagi 

keselamatan dan keamanan kredit yang telah disalurkan. Dunia perbankan terdapat 

bermacam jaminan, namun yang mempunyai posisi penting dan prospektif adalzh 

jaminan berupa benda tidak bergerak, khususnya tanah. Oleh karena itu dalam 

rangka mengamankan jaminan berupa tanah tersebut hams mengikatnya sebzgai 

jaminan atau agunan yang tentunya hams kuat, khususnya yang terkait dengan 

lembaga jaminan hak atas tanah. 

Lembaga jaminan hak atas tanah kemudian diundangkan Undang-Undang 

Nomer 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda 

Lain Yang Melekat Dengan Tanah (selanjutnya disingkat Undang-Undang Hak 

Tanggungan), kelahiran Undang-Undang ini dipandang sebagai tonggak penvujudan 

harapan adanya unifikasi hukum pertanahan yang mampu memenuhi kebutuhan yang 

sesuzi dengan perkembangan tata ekonomi Indonesia, Khususnya kebutuhan kegiatan 

perkreditan. 

hdrawati Soewarsol Aspek H u k m  Jaminan Kredit, Institut Banlur Indonesia, 
Jakarta, 2002, hlm.: 2 



Dalam praktik pemberian kredit, penangguilgan utang (borgtocht) sering 

diminta hanya sebagai jaminan tambahan, namun adakalanya menjadi satu-satunya 

jaminan itarena harta yang menjadi jaminan pokok ternyata tidak mencukupi atau 

tanah yang menjadi jaminan ternyata bermasalah, misalnya sertifikat hak tanah belum 

terdaftar atas nama debitor atau belum bersertifikat atau sertifikatnya ternyata palsu 

atau dipalsukan. Sehingga penganggungan utang atau borgtocht terjadi apabila 

pihak ketiga mengikatkan diri memenuhi perikatan debitor utama, sebagai peminjam 

yang tidak dapat memenuhi kewajibannya guna kepentingan k r e d i t ~ r . ~  

Permintaan jaminan khusus kebendaan oleh bank dalam penyaluran kredit 

tersebut merupakan realisasi dan prinsip kehati-hatian bank sebagaimana ditentukan 

UU Perbankan. Jaminan kebendaan mempunyai posisi paling dominan dan dianggap 

strategis dalam penyaluran kredit bank. Jaminan kebendaan yang paling banyak 

diminta o!eh bank adalah berupa tanah karena secara ekonomis tanah mempunyai 

prospek yang menguntungkan. Kelahiran hak tanggungan yang diatur dalam UU No. 

5 Tahun 1960 dan UU No. 4 Tahun 1996 dirasakan dapat mengakomodasi 

kebutuhan lembaga perbankan sebagai upaya mengamankan kredit yang disalurkan 

kepada masyarakat. Perkembangan dunia perkreditan dapat memicu lajunya 

pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional.' 

6 Subeki dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Terjemal~an. 
Pradnya Paramita, Jakarta, hlrn.: 129. 

' ivluhamad Djumhana, H A - 1  Perbankan Di Indonesia, Penerbit Citra Aditya Bakti, 
Bandung, 1993, hlm.: 15. 



Kelahiran UU Hak Tanggungan juga dirasakan dapat menciptakan iklim 

perkreditan yang kondusif dan sehat, karena peraturan pemndang-undangan 

sebelumnya dianggap tidak mampu memberikan rasa aman (termasuk lembaga 

jaminan atas tanah yang adz sebelumnya, yakni hipotik dan ~redie&erban6).~ 

Salah satu persoalan yang sering muncul berkaitan dengan lembaga jaminan 

atas tanah sebel~la  hak tanggungan adalah rumitnya eksekusi obyek hak jaminan, 

karena memakan waktu lama, biaya tinggi dan hasil yang tidak menjanjikan. Kondisi 

demikian jelas tidak menguntungkan bagi lembaga perbankan yang dalam kinerjanya 

selalu mengutamakan efisiensi dengan menghindari ekonomi biaya tinggi (hight cost 

ecor~ony) . g  

Kendati telah dibentuk W Hak Tanggungan namun masih terdapat beberapa 

persoalan yang perlu diselesaikan, yakni sinkronisasi antara peraturan yang mengatur 

eksekusi dalam UU Hak Tanggungan sebagai h u h m  materiil dengan ketentuan yang 

tercantum dalain Pasal 224 H.1.R I 258 R.Bg sebagai hukum formil. Sinkronisasi 

hukum itu diperlukan karena hingga saat ini mash terdapat persoalan berkaitan 

dengan perbedaan penafsiran mengenai kekuatan eksekutorial sertifikat hak 

tanggungan jika diltaitkan dengan Pasal 224 H.1.R I 258 R.Bg yang menganut 

* Frieda Husni Hasbullah, Hukum Kebendaan Perdata (Hak-hak Yang Memberi 
Jaminan) Jilid 2, Ind. Hill & Co., Jakarta, 2002, hlrn.: 132 

9 Sutan Remy Sjahdeini, Hak Tanggungan, Ass-Asas, Ketentuan-Ketentuan Pokok 
dan Masaiah-Masalah yang Dihadapi Oleh Perbankan, Penerbit Airlangga University Press, 
Surabaya, 1996, hlrn.: 2 



pandangan sempit, yakni hanya membatasi pada posse akta hipotik dan akta 

pengakuan hutang saja yang dapat dieksekusi secara paksa atas bantuan pengadilan. 

Mahkamah Agung RI juga berpendapat bahwa Pasal 224 H.1.R bersifat limitatif, 

yaitu bahwa grosse akta yang rnempunyai kekuatan yang sama detigan putusan 

hakim "hanyalah" posse akta hipotik dan grosse akta notariil yang berisi pengakuan 

hutang (vide Putusan MA No. 1520 KJPdtJ1984).1° 

Pada setiap pemberian kredit, bank dan nasabah lazimnya memperjanjikan 

berbagai ha1 seperti jangka waktu pemberian fasilitas, kewajiban pembayaran kembali 

disertai dengan jadwal atau rencana pembayaran angsuran pokok dan bunga 

(sched~rle of repayment) dan lain-lain kewajiban yang hams dipahami. Apabila dalam 

perkembangannya, melalui monitoring yang baik terlihat tanda-tanda, seperti 

debitor: " 

1 .  Mulai menunggak membayar angsuran pokok dan bunga, 

2. Menggunakan kredit menyimpang dari tujuannya; 

3 .  Menyampaikan laporan keuangan hasil rekayasa; 

4. Mengz!arni problema intern, yang timbul antara lain karena campur tangah 

pemilik dalam memutus pemberian kredit secara berlebihan dan sebagainya 

10 Erman Rajagukguk, Transaksi Bejaminan Dalam Berbagai Putusan Pengadilan Di 

Indonesia, Dalam Hukurn Jaminan Di Indonesia, Diterbitkan Ole11 Proyek ELIPS, Jakarta, 
1998, hlm.: 42-43 

I I Indrawati Soewarso, Op.Cit, hlm.: 13 1 



Dalam arti bahwa kredit yang bersangkutan mulai menghadapi masalah. Hal 

tersebut dapat terjadi mungkin karena kurang cermat dalam melakukan analissi 

ataupun pengawasan yang kurang baik atau kondisi ekonomi yang mempengaruhi 

secara langsung atau tidak langsung pertumbuhan dan perkembangan perusahaati, 

dan lain-lain. Dalam hubungan ini bank sudah mulai mempelajari kondisi kredit ini 

serta mengantisipasi dengan beberapa alternatif pemecahan. Dengan mengetahui lebih 

awal perkembangan mutu kredit, bank dapat segera mengambil keputusan dan 

mempersiapkan tidakan-tindakan yang akan dilakukan, dimulai dengan melakukan 

pendekatan membicarakannya dengan debitor, termasuk alternatif pemecahan yang 

sesuai . 

Oleh karena itu realisasi hak jaminan atau eksekusi dilakukan karena terjadi 

wanprestasi baik disebabkan ketidakrnampuan atau ketidakmauan debitor melakukan 

kewajibannya sebagai cara penyelesaian terakhir karena upaya penyelamatan tidak 

berhasil. Bentuk-bentuk dari wanprestasi adalah : I 2  

1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali; 

2. Debitur terlambat dalam memenuhi prestasi; 

3 .  Debitur berprestasi tidak sebagaimana mestinya . 

" Pwahid  Patrik, Dasar-Dasar H u k m  Perikatan (Penkatan Yang Lahir- Dari 
Pe rjanjian dan Dari Undang-Undang), Penerbit CV. Ma~dar Maju, Bandung, 1994. 



Dari bentuk-bentuk wanprestasi tersebut diatas kadang-kdanga menimbulkan 

keraguan, pada waktu debitur tidak memenuhi prestasi, apakah termasuk tidak 

memenuhi prestasi sama sekali atau terlambat dalam' memenuhi prestasi. Apabila 

debitur sudah tidak mampu memenuhi prestasinya, maka ia terinasuk bentuk yailg 

pertama, tetapi apabila debitur masih mampu memenuhi prestasi is dianggap sebagai 

terlambat dalam memenuhi prestasi. 

Bentuk ketigq debitur memenuhi prestasi tidak sebagaimana mestinya atau 

keliru dalam memenuhi prestasinya, apabila prestasi masih dapat diharapkan untuk 

diperbaiki maka ia dianggap terlambat, tetapi apabila tidak dapat diperbaiki lagi ia 

sudah dianggap sama sekali tidak memenuhi prestasi. Dan sebagai akibat terjadinya 

wanprestasi, maka debitur hams: '' 
1. Mengganti kerugian. 

2. Benda yang dijadikan obyek dari perikatan sejak saat tidak dipenuhinya 

kewajiban me~ljadi tanggung jawab dari debitur. 

3. Jika perikatan itu timbul dari perjanjian yang timbal balik, kreditu dapat minta 

pembatalan (pemutusan) perjanjian. 

l 3  Ibid. 



Di samping debitur hams bertanggung gugat tentang hal-ha1 tersebut di atas 

maka apa yang dapat dilakukan oleh kerditur meng hadapi debitur yang wanprestasi 

itu. Kreditur dapat menuntut sala satu dari 5 kemungkinan sebagai berikut :IJ 

1. Dapat menuntut pembatalan / pemutusan pe rjanjian; 

2. Dapat menuntut pemenuhan pe rjanjian; 

3. Dapat menuntut penggantian kerugian; 

4. Dapat menuntut pembatalan dan pengganti kerugian; 

5 .  Dapat menuntut pemenuhan dan pengganti kerugian. 

Pada tahap pertama, sebelum melakukan realisasi atau eksekusi hak jaminan 

bank melakukan upaya penyelamatan kredit apabila menurut penilaian bank, usaha 

debitor masih mempunpai kemungkinan untuk dapat berkembang, keadaan 

keuangannya masih dapat diperbaiki, dan nilai jaminan masih cukup besar dan mudah 

dicairkan. Langkah-langkah yang dapat diambil dalam upaya menyelamatkan kredit, 

berpedoman pada Keputusan Direksi bank Indonesia No. 3 111 50/KEP/DIR Tanggai 

12 November 1998 tentang restrukturisasi kredit. " 
Apabila kredit diberikan dengan jaminan Hak Tanggungan, maka bank akan 

cepat memperoleh uangnya kembali, karena bank cukup dengan membawa sertifikat 

Hak Tanggungan yang telah memakai irah - irah Derni Keadilan Berdasarkan 

'' Ibid? hln~.: 12 
'' Indrawati Soewarso, Aspek H d u m  Jaminan Kredit, Institut Bankir Indonesia, 

Jakrata, 2002, hlm.: 1 10 



ketuhanan Yang Maha Esa, langsung dapat mengajukan permohonan eksekusinya 

kepada Ketua Pengadilan Negeri di Wilayah dimana tanah tersebut terletak. 

Penjelasan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak 

Tanggungan menyebutkan bahwa: 

"Piutang bahwa piutang kreditor yang dibayarkan dari hasil lelang objek hak 
tanggungan setinggi - tingginya adalah sebesar nilai yang tercatat dalam 
eksekusi hak tanggungan maka surat pejanjian kredit tidak perlu dilampirkan 
lagi". l6 

Sertipikat Hak Tanggungan sudah cukup membuktikan adanya tagihan. 

Hutang yang harus dibayar dari hasil lelang objek hak tanggungan maksimal adalah 

sebesar nilai hak tanggungan yang tercatat dalam sertifikat Hak Tanggungan 

tersebut. 

Dari uraian di atas dan dari berbagai ha1 dan jenis-jenis kredit perbankan, 

maka yang penting untuk digaris-bawahi adalah ditinjau dari segi tujuan 

penggunaannya." Agar tidak menimbulkan ha1 yang tidak kita inginkan yang dapat 

menimbulkan kredit macet dan pencairan jaminan kredit nasabah debitor. Di sisi lain 

dalam hukum perdata forrnil ditentukan bahwa eksekusi pada dasamya adalah 

tindakan melaksanakan atau menjalankan putusan pengadilan. 

16 Pe~ljelasa~~ Pasal 20 ayat (1) Undang-Uildang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak 
Tang_mgan. 

17  Hasannuddin Rohman, Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit, Citra Ahtya Bakti, 
Bandung, 1995, him.: 98-105. 



Salah satu prinsip yang terkandung dalam hukum eksekusi adalah eksekusi 

hanya dijalankan terhadap putusan pengadilan yang telah mernpunyai kekuatan 

hukum tetap. Artinya tel-hadap putusan tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum 

biasa (banding dan kasasi). Di samping itu, suatu eksekusi di!akukan secara paksa, 

yakni dengan bantuan pengadilan. Apabila terhadap suatu putusan pihak lawan 

berkenan menjalankan (mencukupi) isi putusan secara sukarela, maka tidak 

diperlukan tindakan eksekusi. Tindakan eksekusi bam diperlukan jika pihak yang 

kalah tidak mau mernenuhi putusan secara sukarela.ls Eksekusi dilakukan atas 

perintah dan di bawah pengawasan Ketua Pengadilan Negeri. Kewenangan 

menjalankan eksekusi mutlak berada di tangan pengadilan negeri yang menjatuhkan 

putusan pada tingkat pertama. Meski yang hendak dieksekusi adalah putusan 

Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung, namun kewenangan menjalankan 

putusan tetap ada pada Pengadilan Negeri yang pertama menjatuhkan putusan. 

Suatu putusan dapat dijalankan secara paksa kepada pihak yang kalah maka pada 

kepala putusan tersebut hams tercantum kata-kata "Demi Keadilan Berdasarkan 

Ketuhanan Yang Ma Esa". l9 

l 8  Sudikno Mertokusumo, Hukum Acaia Perdata Di Indonedia, Penerbit Liberty, 
Yoglakarts, 1993, hlm.: 187 

19 Yahya Harahap. Ruang Lingkup Pernlasalah Eksekusi Bidang Perdata. Penerbit 
Gramda, Jakarta, 1995, !dm.: 17 



Oleh karena hngsinya adalah sebagai tanda bukti atas sesuatu hak (atas 

tanah), maka pada sertifikat tidak perlu diberi titel eksekutoriaf dan tidak dapat 

disamakan kualitasnya dengan putusan pengadilan, meski ha1 itu ditentukan dengan 

undang-undang sekalipun. Di samping itu, di dalam sertifikat biasanya hanya berisi 

pernyataan konstitutif dari pejabat yang menerbitkan sertifikat yang menerangkan 

mengenai jenis hak dan nama pemegang haknya. Pernyataan konstitutif itu berlaku 

sejak sertifikat diterbitkan oleh pejabat tersebut tanpa memerlukan tindakan eksekusi. 

Pencantuman titel eksekutorial pada sertifikat hak tanggungan berdasarkan UU No. 

4 Tahun 1996 bertentangan dengan prinsip hukum eksekusi. Bahwa H.1.R sebagai 

peraturan hukum formil (hukum acara perdata), termasuk di dalamnya mengatur 

eksekusi, telah menentukan secara limitatif mengenai dokumen atau akta selain 

putusan pengadilan yang dapat dieksekusi secara paksa, namun kemudian oleh UU 

No. 411996 ditainbahi lagi, yaitu Sertifikat Hak Tanggungan. Padahal, UU No. 

411 996 merupakan peraturan hukum materil, sedang ketentuan formilnya (khusus 

mengenai eksekusi) tetap mengacu pada Pasal 224 H.1.R dan 258 R . B ~ . ~ '  

Mengenai tata cara eksekusi obyek hak tanggungan diatur dalam Pasal 20 

UUHT yang pada intinya memuat tiga cara, yaitu : (1) eksekusi berdasarkan 

janji untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri; (2) eksekusi 

berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat pada sertifikat hak tanggungan; dan (3) 

'O M. Khoidin? Problematika EkseLmsi Sertifikat Hak Tanggungan, Penerbit 
LaksBang Pressido, Yoglakarta, 2005: hlm.: 6 



eksekusi melalui penjualan obyek hak tanggungan secara di bawah tangan 

berdasarkan kesepakatan yang dibuat antara pemberi dan pemegang hak tanggungan. 

Dengan demikian diharapakan fasilitas yang diberikan oleh W Hak Tanggungan 

adalah mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya jika pemberi hak tanggungan 

(debitur) tidak memenuhi kewzjiban sebagaimana yang telah diperjanjikan, ciemikian 

disebutkan dalam Penjelasan Umum angka 9 UU Nomor 4 tahun 1996 Tentang Hak 

tanggungan2' 

Jadi, kreditur pemegang hak tanggungan mempunyai tiga senjata yang dapat 

dipilih dalam mempercepat pelunasan piutang, yaitu eksekusi secara paksa dengan 

bantuan pengadilan, parate eksekusi dan penjualan di bawah tangan. Ketiga senjata 

tersebut digunakan jika debitur dianggap wanprestasi, yakni tidak melaksanakan 

kewajiban sebagaimana yang dipe janjikan. Apabila pe janjian kredit antara nasabah 

(debitur) dengan bank (kreditur) be jalan sesuai yang dipe rjanjikan, maka keberadaan 

jaminan tidak menampakkan peran yang berarti. Lembaga jarninan Garu mempunyai 

ai-ti penting saat debitur wanprestasi, baik sengaja atau karena kelalaian. Apabila 

debitur wa~yrestasi kreditur pemegang hak jaminan mempunyai hak untuk 

mengeksekusi obyek jaminan secara paksa dengan bantuan pengadilan, yakni dengan 

menjual melalui pelelangan ~ m u m . ~ ~  

" -- bid, hlm.: 7 
" Ibid, hlnl.: 8 



Dari beberapa altematif eksekusi yang ditawarkan oleh hak tanggungan, 

masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangannya, sehingga dalam penelitian 

ini penulis ingin menawarkan pembahasan mengenai eksekusi yang dilakukan melalui 

penjualan obyek hak tanggungan di bawah tangan dan kelebihan atau keuntungannyc, 

sehingga hasil penelitian ini akan dapat memberikan sumbangan bagi ilmu 

pengetahuan dan dunia perbankan karena eksekusi secara di bawah tangan 

merupakan cara yang paling mudah ditempuh atau dilakukan. 

Kemudian diakui juga bawa eksekusi obyek hak tanggungan secara di bawah 

tangan merupakan cara yang paling mudah dan dapat diperjanjikan bersama oleh 

pemberi dan pemegang hak tanggungan. Tujuan penjualan obyek hak tanggungan 

secara di bawah tangan ini adalah untuk mencari harga tertinggi, sehingga tidak 

merugikan debitur atau pemilik barang jaminan. Seringkali terjadi jika penjualan 

obyek hak jaminan (termasuk hak tanggungan) dilakukan melalui pelelangan umum 

maka harga jualnya jauh di bawah harga pasar. Tindakan "banting harga" ini terjadi 

jika peminat lelang atas baran3 jaminan tidak sesuai harapan penjual lelang. 

Hal lain disebabkan karena dapat terjadi adanya permainan dari dalam antara 

pejabat lelang dengan kreditur yang memakai orang suruhan (stroonzan) untuk 

membeli barang jaminan deng harga murah atau di bawah harga pasar. Praktik 

rekayasa dalam penjualan lelang itu jelas merugikan debitur selaku pernilik barang 

jaminan, karena dia tidak dapat memperoleh sisa uang hasil penjualan lelang barang 

jaminan sebaigai akibat tejual  dengan harga murah. Kerugian lain akibat barang 



jarninan dijual dengan harga murah adalah hasil penjualan tidak cukup Untuk 

membayar hutang debitur beserta bunganya, sehingga debitur masih mempunyai 

beban hutang kepada kreditur. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana tata cara eksekusi hak tanggungan di bawah tangan berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan ? 

2. Bagaimana peranan eksekusi melalui penjualan di bawah tangan dalam kredit 

perbankan pada saat terjadi kredit macet ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui tata cara eksekusi hak tanggungan di bawah tangan 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak 

Tanggungan. 

2. Untuk mengetahui peranan eksekusi melalui penjualan di bawah tangan dalam 

kredit perbankan pada saat terjadi kredit macet. 

D. Kajian Teoritis 

Calam praktik perbankan debitur dikatakan wanprestasi jika tidak 

melaksanakan kewajiban membayar angsuran kredit sebagaimana yang telah 

diperjanjikan bersama. Menurut Pasal 1238 K.U.H Perdata jika dalam perikatannya 

telah dibuat suatu ketetapan, maka debitor hams dianggap lalai dengan lewatnya 



waktu yang telah ditentukan. Jadi, eksekusi dapat dilaksanakan jika debitur sudah 

dianggap lalai dalam arti piutang yang dijamin dengan hak jaminan khusus kebendaan 

tersebut telah dinyatakan matang untuk ditagih.z Seperti dikatakan oleh Star 

Busman, b a h ~ a : ~ '  "nofarieele akten, waaruif riiet Sl~jkt van bet bestaarz vat7 eeri 

onnziddelijk te venueZen/ aarispraak tegen eert bepaalde persoort (b. v een zodanrge 

die een niet-opeisbare vorderrng corzstateerr) z everm~irt ais vonrssen, waarby dit 

riiet bet geval is, I~OOI* ferilrifioering vat baa?) 

Di dalam perjanjian kredit (yailg merupakan perjanjian pokok) yang dibuat 

oleh bank (kredi~ur) dengan i~asabah (debitor) umumnya dicantumkan ketentuan 

mensenai wanprestasi Menurut Setiawan, hampir setiap perjanjian hutang-piutang 

yang merupakan perjanjian pokok dan perjanjian pemberian jaminan (termasuk Hak 

Tanggungan) selalu mencanturnkan pasal yang memuat defazrlt clazrses, yaitu suatu 

kejadian atau peristiwa yang menyebabkan hutang tersebut jatuh tempo sebelum 

~ a k t u n ~ a . ~ '  Apabila bank secara sepihak telah menyatakan suatu kredit sebagai 

kredit macet, niaka sejak saat itu perjanjian kredit menjadi status quo, dan tidak 

dibenarkan penarnbahan bunga atas kredit yang telah dinyatakan macet tersebut 26 

" lbidt hlm.: 8 
24 Star Busman, Hoofdstukken Van Burgerlijke Rechtsvordenng, de Erven F. Bohn. 

NV, Harlem, 1972, hhn.: 10, Dikutib Dalarn: M. Khoidm, Problematika Eksekusi Sertifikat 
Hak Tanggungan, Penerbit LaksBang Pressido, Yogjakarta, 2005, hlin.: 8 

" Setiawan, H& Tanggungan Dan Masalah Eksehsinya, Artlkel Dalam Ma;alah 
Varia Peradilan Th. XI, No. 13 1, Agustus 1996, hlm. : 3 1 

26 Putusan MA No. 2899.WPdt.11994. Tanggal 15-2-1996, Vana Peradilan Tn. XVI 
No. 157, Okober 1998, hlm.: 3 1, Dikutib Dalarn Buku: M. Khoidin: Problematika Eksekusi 
Sertifikat Hali Tanggungq Penerbit LaksBang Pressido, Yogjakarta, 2005, hlrn.: 8-9 



Adapun klausula mengenai wanprestasi yang terdapat dalam perjanjian kredit 

biasanya disebutkan demil~ian:~' 

a. Bahwa kredit harus dilunasi selambat-iambatnyapada tanggal dengan ketentuan 

bahwa bilamana pada tanggal tersebut, temyata debitur belum melunasi 

hutangnya, maka lewatnya tanggal . . . tersebut saja, sudah menjadi bukti yang 

nyata akan kelalaian debitur dan hutang tersebut dengan sendirinya menjadi 

matang untuk ditagih, dengan disertai atau tidak disertai denda; 

b. Bahwa kredit dengan sendirinya menjadi matang untuk ditagih kalau: 

a) Debitur meminta penundaan pembayaran (surcearlce var1 betalirlg); 

b) Debitur dadatau penjamin meminta atau dinyatakan pailit; 

c) Kekayaan debitur dan / atau penjamin dan barang jaminan musnah; 

d) Berdasarkan pertimbangan Bank, kekayaan debitur dadatau penjamin 

mengalami kemunduran sedemikian rupa, sehingga tidak cukup untuk 

menjamin hutang debitur; 

e) Debitur meninggal dunia; 

f) Debitur pindah tempat dan atau tidak rnemberitahukan alamatnya yang baru; 

g) Debitur dadatau pemberi jaminan ditaruh di bawah pengampuan atau 

kehilangan haknya untuk mengurus harta bendanya; 

h) Keterangan debitur dadatau pemberian jaminan ternyata tidak benar dan 

ternyata tidak mematuhi janji-janjinya. 

" M. Khoidin, Problematika Eksehaisi . . . . . . . . . . . . . . . Op.Cit, hlm. : 9 



Pada tingkat yang paling parah suatu wanprestasi terjadi jika debitur sama 

sekali tidak memenuhi kewajibannya yakni tidak membayar angsuran kredit beserta 

bunga dan dendanya sekalian, atau dalam terminologi perbankan dianggap sebagai 

suatu kemacetan kredit. 

Bank Indonesiz melalui Surat Keputusan Direksi BI No. 31/147/Kep/Dir, 

tanggal 12 Nopember 1998 menggo!ongkan kualitas kredit ke dalam 5 jenis, yaitu:28 

(1 )  Kredit lancar; 

(2) Kredit dalam perhatian khusus (special n7er7tion); 

(3) Kredit kurang lancar (substandard); 

(4) Kredit diragukan (dollbff2ll); dar! 

(5) Kredit macet (loss). 

Dilihat dari segi hukum jaminan sebagimana tercantum dalam KUH Perdata, 

pengertian jaminan yang dipergunakan dalam ketentuan dan vraktik perbankan lebih 

menitik beratkan pada aspek sosial ekonomi. Dalam pada itu istilah agunan 

sebagimana dirumuskan dalam UU No. 10 Tahun 1998 adalah jaminan tambahan 

yang diserahkan nasabah debitor kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas 

kredit . 29 

" Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Direksi BI No. 3 1/147/Kep/Dir, tanggal 
12 Nopember 1998. 

29 Pasal 1 Angka 23 UU No. 10 tentang Perbankan. 



Ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 13 1 KUH Perdata mengandung 

prinsip yang bersifat umum dari hukum jaminan, yaitu:"' 

1 .  Kekayaan sesorang merupakan jaminan dari utang-utangnya; 

2. Kekayaan tersebut mencakup pula benda-benda yang akan dipero!eh/dimiliki 

kemudian; 

3. Kekayaan tersebut meliputi benda-benda yang bergerak dan tidak bergerak. 

Oleh karena itu debitor pemberi jaminan hams berkuasa penuh atas barang 

yang dijaminkannya atau dengan perkataan lain debitor adalah pemilik barang yang 

berhak menjual atau menjaminkan barang tersebut. Pemilikan atas barang dapat 

dibuktikan dari dokumen-dokumen yang bersangkutan, dokumen impor, yaitu untuk 

barang-barang dagangan impor, sertifikat hak untuk harta kekayaan berupa sebidang 

tanah. Jadi pada prinsipnya hanya pemilik yang dapat menjaminkan hartanya kepada 

pihak lainlkreditor untuk pinjaman yang diterimanya. Namun seczra hukum seorang 

debitor dapat juga memperoleh kredit dengan jaminan berupa harta, misalnya tanah, 

yang bukan miliknya. 

Dengan persetujuan pemilik tanah, debitor dapzt menjaminkannya, yang 

dalam praktieknya diwujudkan dalam bentuk suarat kuasa khusus untuk 

menjaminkan harta tanah tertentu dalam rangka memperoleh kredit dari bank. 

Lazimnya surat kuasa yang diterbitkan tidak dapat dicabut kembali dan tidak 

berakhir kerena alasan apapun, juga termasuk alasan-alasan yang tercantum dalam 

- 

30 Pasal 1 13 1 KUH Perdata 



Pasal 1813 KUH Perdata. Artinya jika terjadi peristiwa-peristiwa yang akan disebut 

dibawah ini pemberian kuasa dalam menjaminkan tanah tidak berakhir. 

Sebzgaimana diketahui ketentuan yang disebut terakhir ini menetapkan bahwa 

pemberian kuasa berakhir dengan ketentuan sebagai berikut:" 

1. Ditariknya kembali surat kuasa yang diberikan; 

2. Pemberitahuan penghentian kuasanya; 

3 .  Meninggalnya, dibawah pengampunan atau pailitnya pemberi kuasa ataupun 

penerima kuasa; 

4. Perkawinan sesorang perempuan yang memberikan atau menerima kuasa. 

Tindakan penyelamatan dana oleh bank dllakukan sejak kredit memerlukan 

perhatian khusus karena di sana te rjadi.tunggakan sampai 90 hari pembayaran. Pada 

kondisi demikian bank memanggil debitor karena kredit yang mulai bermasalah itu. 

Kadangkala bank ikut membantu debitur dalam mengatasi persoalan kredit 

bermasalah tersebut melalui upaya recor?difior?ir?g, reschedzdi!ir?g dan resti-z~ctz~rir?g 

agar kredit yang bermasalah dapat disehatkan. Apabila upaya tersebut tidak 

membawa hasil, tetapi justru malah bertambah parah, yakni tejadi kredit macet, 

maka untuk mengurangi kerugian, bank melakukan penjualan barang jaminan yang 

sebelurnnya telah diberikan oleh debitor. 

'' Indrawati Soewarso, Op.Cit. Hal. 9-10 



E. Metode Penelitian 

1. Metodologi penelitian yang akan digunakan dalam penulisan tesis ini adalah 

metode penelitian  orm mat if, yaitu penelitian yang dilakukan 

melalui/mengunakan: 

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-baban hukum yang mengikat dan 

terdiri dari dari norma-norma hukum atau kaidah dasar, peraturan 

dasar, peraturan perundzng-undangan, bahan hukum yang tidak 

terkodisifikasikan, yurisprudensi dan bahan hukum yang lain yang 

masih berlaku sebagai bahan hukum positif, misalnya Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah 

dengan UU Nomor 10 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 1996 Tentang Hak tanggungan, Perundang-Undangan Bank 

Indonesia dan KUH Perdata. 

b. Bahan Hukum Sekl-rnder, yaitu bahan hukum yang bisa menjelaskan 

mengenai hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil- 

hasil penelitian dari hasil karya-karya kalangan hukum, misalnya 

Disertasi, Tesis, Putusan-Putusan Pengadilan, makalah-makalah, 

artikel-artikel, majalah atau surat kabar, jurnal yang berkaitan dengan 

penelitian ini. 



2. Metode Pendekatan, Metode pendekatan ini menggunakan pendekatan 

bahan-bahan yuridis normatif, yang berupa peraturan perundang-undangan 

seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak tanggungan, 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana 

telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998, Perundang-Undangan Bank 

Indonesia dan KUH Perdata, dengan cara melakukan studi kepustakaan. 

3. Teknik Pengurnpulan Data, Teknik pengumpulan data terhadap bahan- 

bahan hukum primer, dilakukan dengan cara menginventarisasi, mempelajari 

dan mencatat ke dalam kartu penelitian tentang asas-asas dan norma hukum 

yang menjadi obyek permasalahan ataupun yang dapat dijadikan alat analisi 

pada masalah penelitian. Sedangkan Teknik pengumpulan data terliadap 

bahan-bahan hukum sekunder, dilakukan dengan cara menelusuri literatur- 

literatur ilmu hukum ataupun hasil-hasil penelitian hukum yang relevan 

dengan masalah penelitian. Kemudian untuk Teknik pegumpulan data 

terhadap bahan-bahan hukum tersier dilakukan dengan cara menelusuri 

kamus-kamus hukum, kamus bahasa dan dokumen tertulis lainnya yang dapat 

memperjelas suatu persoalan atau suatu istilah yang ditemukan pada bahan- 

bahan hukum primer dan sekunder. 



4. Analisis Data, Pada penelitian hukum normatif ini, pengolahan data hanya 

ditujukan pada analisis data secara diskriptif kualitatif, dimana materi atau 

bahan-bahan hukum tersebut untuk selanjutnya akan dipelajari dan dianalisis 

muatannya, sehingga dapat deketahui taraf singkronisasinya, kelayakan 

norma, dan pengajuan gagasan-gagasan nonnatif baru. 





BAB 11. 

TINJAUAN UMUM TENTANG 

I-IAK TANGGUNGAN DALAM KREDIT PERBANKAN 

A. Pengertian Kredit Perbankan 

Dalam praktek perbankan yang berkaitan dengan perkreditan sering 

ditemukan suatu perjanjian yang ditafidatangani oleh bank dengan debitur memuat 

ketentuan-kctentuan mengenai 3 ha1 (materi) yang berbeda dengan obyeknya, yaitu 

I. Perjanjian kredit; 

2. Penyerahan jaminan; 

3. Pengakuan utang. 

Perjanjian yang diabuat tersebut inemuat ketentuan-ketentuan yang isinya 

tentang ketiga ha1 tersebut di atas tidak diikuti dengan perjanjian pengikatan jaminan 

kredit melalui sesuatu lembaga. Sejauhrnana mengenai praktek pembuatan perjanjian 

seperti dernikian tidak bermasalah seharusnya dapat ditinjau dari ketentuan lembaga 

jaminan dan ketentuan pengakuan utang, yang diatur oleh peraturan pemndang- 

undangan yang berbeda dalam hukum positif di ~ n d o n e s i a . ~ ~  

- - - -  

32 M. Bahsan, Peniiaiail Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, CV. Rejeki Ag~u~g ,  
Jakarta, 2002, hlm.: 1 1 1 

'' Ibid. 



Dalam kegiatan pinjam meminjam uang yang tejadi di masyarakat sering 

mengkaitkan dengan syarat penyerahan jaminan oleh peminjam kepada pemberi 

pinjaman. Kredit perbankan adalah derivatif dari kegiatan pinjam merninjam uang. , 

Dengan demikian tejadinya penyerahan jaminan kredit karena pzmberian kredit oleh 

bank kepada pemohon kredit merupakan sesuatu yang lazim di lingkungan 

perbankan, termasuk di ~ndonesia." 

Bank adalah suatu badan usaha yang melakukan kegiatan bidang keuangan 

dan sumber dananya tidak hanya berupa modal bank yang disetorkan oleh pemiliknya 

tetapi juga berasal dari masyarakat penyimpan dana. Sehubungan dengan itu apabila 

kredit yang disalurkannya tidak dibayar keinbali oleh debitur, maka akan terjadi 

kerugian pada bank yang bersangkutan. Oleh karena itu terhadap pemberian kredit 

yang dilaksanakan bank perlu adanya berbagai pengamanan agar pelunasan kredit 

dapat tercapai dan bank tidak mengalami kerugian. Salah satu upaya pengamanan 

tersebut adalali dengan cara mensyaratkan penyerahan jaminan kredit oleh pemohon 

kredit dan jaminan kredit itu dinilai untuk selanjutnya diikat secara sempurna sesuai 

dengan ketentuar? hukum yang berlaku. Jaminan kredit yang baik dan amail adalah 

salah satu upaya pengamanan kredit di samping upaya pengamanan lainnya, dan akan 

b e k n g s i  setelah dicairkan pada saat debitur wan prestasi terhadap bank. Hasil 

j4 Ibid., hlnl.: 1 



pencairan jaminan kredit akan dapat digunakan antara lain untuk pelunasan kredit 

debitur yang tertunggak pembayarannya dan telah dinyatakan macet." 

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang kemudian 

disempurnakan menjadi UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, 

menyebutkan bahwa kredit adalah:'6 

"Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, 
berdasarkan persetujuan atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, 
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan 
pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya 
setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian 
hasil keuntungan". 

Kredit berasal dari bahasa Yunani, credei-e yang berarti kepercayaan. Dengan 

demikian istilah kredit memiliki arti khusus, yaitu meminjamkan uang (atau 

penundaan pembayaran). Apabila orang mengatakan membeli secara kredit maka ha1 

itu berarti si pembeli tidak hams membayarnya pada saat itu juga. 

Kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang, barang) dengan balas 

prestasi (kontraprestasi) yang a k h  te jadi pada waktu yang akan datang. Kehidupan 

ekonomi modern adalah prestasi uang yang dengan demikian transaksi kredit 

menyangkut uang sebagai alat icredit. Kredit befingsi kooperatif antara si pemberi 

kredit dan si penerima kredit atau antara kreditur dan debitur. Mereka menarik 

keuntungan dan saling menanggung risika. Singkatnya, kredit dalam arti luas 

'%idid. hlm.: 2 
"' Pasal 1 ayat (2) Undang-Undmg Nomor 7 Tahun 1992 yang kemudian 

disempurnakan menjadi UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. 



didasarkan atas komponen kepercayaan, risiko dan pertukaran ekonomi di masa- 

masa mendatang." 

Secara umum kredit diartikan sebagai "The ability to borrow on the opinion 

conceived by the lender that he will be repaid" " Intisari dari kredit adalah unsur 

kepercayaan. Unsur lainnya adalah mempunyai pertimbangan tolong menolong. 

Selain itu, dilihat dari pihak kreditur, unsur penting dalam kegiatan kredit sekarang 

ini adalah untuk mengambil keuntungan dari modal dengan mengambil 

kontraprestasi; sedangkan dipandang dari segi debitur, adalah adanya bantuan dari 

kreditur untuk menutupi kebutuhan yang berupa prestasi. Hanya saja antara prestasi 

dengan kontraprestasi tersebut ada suatu masa yang memisahkannya. Kondisi ini 

mengakibatkan adanya risiko yang berupa ketidaktentuan, sehingga oleh karenanya 

diperlukan suatu jaminan dalam pemberian krediat tersebut. 39 

1. Kepercayaan 

Di sini berarti bahwa si pemberi kredit yakin bahwa prestasi yang 

diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa, akan benar- 

benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang 

akan datang. 

'7 EK OP. Sirnoranglur, Seluk Beluk Bank Komersial, Cetakan kelima, Aksara 
Persada Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. : 9 1. 

3s Meriam Darus Badrulzaman, Pejanjian Kredt bank, Citra Aditya Bhakti, 
Bandung, 1991, hlm.: 23. 

j9 Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indoensia, Ciba Adytia Bhakti, 
Bandug, 1993: hlm.: 23 1. 



2. Tenggang waktu 

yaitu waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan 

kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. 

Dalam unsur waktu ini terkandung pengertian nilai agio dari uang, 

yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilai dua dari uang yang 

akan diterima pada masa yang akan datang; 

3. Degree of Risk 

yaitu risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka 

waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan 

kontraprestasi yang akan diterima di kemudian hari. Semakin panjang 

jangka waktu kredit diberikan makan semakin tinggi pula tingkat 

risikonya, sehingga terdapat unsur ketidaktentuan yang tidak dapat 

diperhitungkan. Inilah yang menyebabkan timbulnya unsur risiko. 

Karena adanya unsur risiko ini maka dibutuhkan jaminan dalam 

pemberian kredit. 

Para pihak dalam kredit pada dasarnya hanya ada dua, yaitu pihak kreditur 

(bank) dan pihak debitur. Namun masalahnya akan menjadi lain apabila barang 

jaminan diberikan oleh pihak ketiga yang turut serta menandatangi pejanjian kredit 

(hutang-piutang) atau personal gtlara~lfee diberikan oleh pihak ketiga. Jadi di sini 

pihak ketiga bertindak sebagai penjamin. Hal tersebut akan berdampak luas apabila. 

debitur wanprestasi. Dalam kasus ini peran pihak ketiga akan nampak sekali. 



Kredit pada awal perkembangannya mengarahkan fbngsinya untuk 

merangsang kedua belah pihak untuk tujuan pencapaian kebutuhan baik dalam 

bidang usaha maupun kebutuhan sehari-hari. Pihak yang mendapatkan kredit hams 

dapat menunjukkan prestasi yang lebih tinggi pada kemajuan usahannya itu, atau 

mendapatkan pemenuhan atas kebutuhannya. Adapun bagi pihak yang memberi 

kredit, secara material di hams mendapatkan pemenuhan atas kebutuhannya. Adapun 

bagi pihak yang memberi kredit, secara material di hams mendapatkan rentabilitas 

berdasarkan perhitungan yang wajar dari modal yang dijadikan objek kredit, dan 

secara spritual mendapatkan kepuasan karena dapat membantu pihak lain untuk 

mencapai kemajuan. 40 

Suztu kredit mencapai fbngsinya, baik bagi debitur, kreditur, maupun 

masyarakat, apabila secara sosial ekonomis membawa pengamh yang lebih baik. Bagi 

pihak debitur dan kreditur, mereka sama-sama memperoleh keuntungan, dan juga 

mengakibatkan tambahan penerimaan negara dari pajak, serta membawa dampak 

kemajuan ekonomi yang bersifat mikro maupun makro. 

Kredit dalam kehidupan perekonomian sekarang dan juga dalam 

perdagangan, mempunyai fungsi sebagai berikut : 

1. Meningkatkan daya guna uang. 

2. Meningkatkan peredaran dan lalu-lintas uang. 

3. Meningkatkan daya guna dan peredaran barang. 

W Ibid., hlm.: 23. 



4. Sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi. 

5 .  Meningkatkan kegairahan berusaha. 

6. Meningkatkan pemerataan pendapatan. 

7. Meningkatkan hubungan internasional. 

Kredit terdiri dari beberapa jenis bila dilihat dari berbagai pandangan. Dalam 

ha1 ini zacam atau jenis kredit yang ada juga tidak bisa dipisahkan dari 

kebijaksanaan perkreditan yang digariskan sesuai tujuan pembangunan. Pada mulanya 

kredit didasarkan atas kepercayaan murni, yaitu berbentuk kredit perorangan karena 

kedua belah pihak saling mengenal. Dengan berkembangnya waktu maka 

berkembang pula unsur-unsur lain yang menjadi landasan kredit, sehingga 

berkembang berbagai jenis kredit seperti yang ada sekarang ini. Jenis kredit dapat 

dibedakan menurut berbagai kriteria, yaitu dari kriteria lembaga pemberi-penerima 

kredit, jangka waktu serta penggunaan kredit, kelengkapan dokumen perdagangan, 

atau dari berbagai kriteria lainnya, antara lain: '' 
1. Dari segi lembaga pemberi-penerima kredit yang menyangkut struktur 

pelaksanaan kredit di Indonesia, maka jenis kredit dapat digolongkan menjadi 

sebagai berikut : 

a. Kredit perbankan kepada masyarakat untuk kegiatan usaha, dan atau 

konsumsi. Kredit ini diberikan oleh bank pemerintah atau bank swasta 

kepada dunia usaha guna membiayai sebagian kebutuhan permodalan, dan 

" Ibid., hlm.: 233-237. 



atau kredit dari bank kepada individu untuk membiayai pembelian 

kebutuhan hidup yang berupa barang maupun jasa. 

b. Kredit likuiditas, yaitu kredit yang diberikan oleh Bank Sentral kepada 

bank-bank yang beroperasi di Indonesia, yang selanjutnya digunakan 

sebacgai dana xntuk membiayai kegiatan perkreditannya. Kredit ini 

dilaksanakannya oleh Bank Indonesia dalam rangka melaksanakan 

tugasnya sesuai ketentuan Pasal 29 UU Bank Sentral Tahun 1968, yaitu 

memajukan urusan perkreditan dan sekaligus bertindak sebagai pengawas 

atas urusan kredit tersebut. Dengan demikian Bank Indonesia mempunyai 

wewenang uiituk menetapkan batas-batas kuantitatif dan kualitatif di 

bidang perkreditan bagi perbankan yang ada. 

c. Kredit langsung. Kredit ini diberikan oleh Bank Indonesia kepada 

lembaga pemerintah, atau semi pemerintah. Misalnya Bank Indonesia 

memberikan kredit langsung kepada Bulog dalam rangka pelaksanaan 

program pengadaan pangan, atau pemberian kredit langsuiig kepada 

Pertamina, atau pihak ketiga lainnya. 

2. Dari segi tujuan penggunaannya, kredit dikelompokkan menjadi : 

a. Kredit konsumtif, yaitu kredit yang diberikan oleh bank pemerintah atau 

bank swasta kepada perseorangan untuk membiayai keperluan konsumsi 

sehari-hari. 



b. Kredit produktif, baik kredit investasi maupun kredit ekspoitasi. Kredit 

investasi adalah kredit yang ditujukan untuk pembiayaat~ modal tetap, 

yaitu peralatan produksi, gedung, dan mesin-mesin, atau untuk membiayai 

rehabilitasi dan ekspansi. Adapun jangka waktunya 5 tahun atau lebih. Di 

Indonesia jenis kredit investasi ini mulai diperkenalkan pada pertengahan 

tahun 1969, bersamaan dengan dimulainya Repelita I, sebagai penunjang 

program industrialisasi yang mulai dilancarkan pemerintah. Kredit 

eksploitasi adalah kredit yang ditunjukkan untuk pembiayaan kebutuhafi 

dunia usaha akan modal kerja yang berupa persediaan bahan baku, 

persediaan produk akhir, barang dalam proses produksi serta piutang, 

dengan jangka waktu yang pendek. Di Indonesia jenis kredit eksploitasi 

ini boleh dikatakan sudah dilakukan sejak lama, yaitu sejak tahun 1950- 

an. 

c. Perpaduan antara kredit kons~lrntif dan kredit produktif (semi konsumtif 

dan semi produktif). 

3.  Dari segi dokumen, kredit szngat terikat dengan dokumen-dokumen berharga 

yang merniliki substitusi nilai sejumlah uang, dan dokumeii tersebut 

merupakan jaminan pokok pemberian kredit. Kredit ini banyak digunakan 

oleh orang yang mengadakan transsksi dagang jarak jauh. Jenis kredit ini 

terdiri dari : 



a. Kredit Ekspor, yaitu semua bentuk kredit sebagai sumber pembiayaan 

bagi usaha ekspor. Bisa dalam bentuk kredit langsung maupun tidak 

langsung, seperti pembiayaan kredit modal kerja jangka pendek maupun 

kredit investasi untuk jenis industri yang berorientasi ekspor; 

b. Kredit lmpor. 

4. Dari segi besar-kecilnya aktivitas perputaran usaha, yaitu melihat dinamika, 

sektor yang digeluti, aset yang dimiliki dan sebagainya maka jenis kredit 

diltelompokkan menjadi : 

a. Kredit Kecil, yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha yang digolongkan 

sebagai pengusaha kecil. Jenis kredit ini digalakkan melalui kebijaksanaan 

Januari 1990, yang Ciantara lain mengharuskan bank-bank menyalurkan 20% 

kreditnya kepada kegiatan usaha kecil (Kredit Usaha Kecil), yang realisasinya 

dijadikan sebagai salah satu faktor penilaian kesehatan bank. Yang termasuk 

dalam usaha kecil adalah kegiatan usaha yang asetnya di luzr tanah dan 

bangunan yang ditempati, tidak lebih dari Rp 600 juta. Maksimum kredit 

yang dapat diberikan adalah Rp 200 juta. Ketentuan ini ksrnudian diperbaiki 

melalui deregulasi Mei 1993, di mana pagu Kredit Usaha Kecil dinaikkan 

menjadi Rp 250 juta. 

Jenis, kredit usaha kecil merupakan andalan pemerintah d a l a  rangka 

pemerataan, mengingat sejak keluarnya Paj Jan 1990, Kredit Investasi Kecil 



(KIK) dan Kredit Modal K e j a  Permanen (KMI(P) dihapuskan. Misi KUK 

adalah pemerataan kesempatan berusaha bagi masyarakat 

b. Kredit Menengah, yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha yang asetnya 

lebih besar daripada pengusaha kecil. 

c. Kredit Besar. 

5 .  Dari segi waktunya, kredit dikelompokkan menjadi:"2 

a. Kredit jangka pendek (short tern7 loatl), yaitu kredit yang berjangka 

waktu maksimum 1 tahun. Bentuknya dapat berupa kredit rekening 

koran, kredit penjualan, kredit pembsli dan kredit wesel 

b. Kredit jangka menengah (mediunl tern7 loatl), yaitu kredit berjangka 

waktu anatara 1 tahun sampai 3 tahun. 

c. Kredit jangka panjang, yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 

tahun. Kredit jangka panjang ini pada umumnya adalah kredir investasi 

yang bertujuan untuk menambah modat penisahaan dalam rangka 

rehabilitasi, ekspansi (perluasan), dan pendirian proyek baru. 

6. Dari segi jaminannya, kredit dapat dibedakan menjadi:" 

a. Kredit tanpa jaminan, atau kredit blangko (utlsecured loan). Kredit ini 

menurut Undang-undang Perbankan Tahun 1992 mungkin saja bisa 

direalisasikan karena W Perbankan Tahun 1992 tidak secara ketat 

" Ibid. 
'' Ibid. 



menentukan bahwa pemberian kredit, bank wajib mempunyai keyakinan 

atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya 

sesuai dengan yang dipe rjanjikan. Sebaliknya menurut UU Pokok-Pokok 

Perbankan Tahun 1967 yang digantikannya, pemberian kredit tanpa 

jaminan ini dilarang, sesuai dengan Pasal 24 ayat (I), bahwa Bank Umum 

tidak memberi kredit tanpa jaminan kepada siapapun juga. 

b. Kredit dengan jaminan (seczrred loan), di mana untuk kredit yang 

dibcrikan pihak kreditur mendapat jaminan bahwa debitur pihak kreditur 

inendapat jaminan bahwa debitur dapat melunasi hutangnya. Di dalam 

memberikan kredit, bank menanggung risiko sehingga dalam 

pe!aksanaannya bank hams memperhatikan asas-asas perkreditan yang 

sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut maka diperlukan jaminan. 

Adapun bentuk jaminannya dapat berupa jaminan kebendaan maupun 

jaminan perorangan. 

Dari berbagai ha1 dan jenis-jenis kredit perbankan, maka yang penting untuk 

digaris-bawahi adalah ditinjau dari segi tujuan penggunaannya. '' 

4.4 Hasannuddin Rohman, Aspek-Aspek Hkum Peinberian Kredit, 0p.Cit.: 
hlm.: 98- iO5. 



Dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan tidak 

disebutkan secara tegas mengenai kewajiban untuk keharusan tersedianya jaminan 

atas kredit yang dimohonkan oleh debiturlkreditur, seperti yang diatur dalam 

Undang-undang Perbankan sebelumnya. 

Dalam ha1 ini, selengkapnya dapat dibandingkan bunyi Pasal dalain Undang- 

undang Perbankan yang mengatur masalah jaminan tersebut, yaitu:45 

1. Bunyi Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Pokok Perbankan Nonlor 14 Tahun 

1967 menyatakan bahwa: "Bank umunz ticlak nzenzberi Kredit tnnpcr 

jnnzinnn kepndn siapnpun jugn". 

2. Bunyi Pasal 8 Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan 

sebagaimana' telah diubah dengan UU Ncmor 10 Tahun 1998 Tentang 

Perbankan: "Dalam mernberikan kredit, Bank Umum wajib mempunyai 

keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi 

hutang~ya sesuai dengan yang diperjanjiakan". 

Undang-undang No. 14 T a h n  1967, secara tersirat jelas ditekankan 

kelidrusan adanya jaminan atas setiap pemberian kredit kepada siapapun. Siapapun 

Dalam Undang-undang hTo. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU 

Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan hams menyediakan adanya jaminan 

45 Pasal 24 avat ( l j  Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1967 Dan 
Pasal 8 Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah 
aengan UU Nolnor 10 Tahull 1998 Tentang Perbankan. 



seperti yang terkandung secara tersirat dalam kalimat: "Keynkinnn ntns 

kenznnzpunn dun kesnnggupan debitur." Dan sekaligus mencerminkan apa yang 

disebut dengan the five C's of credit yang salah satunya, yaitu collateral 

(jaminadagunan; yang hams disediakan oleh d e b i t ~ r . ~ ~  Lebih lanjut tentang jaminan 

a tm  agunan ini dapat dilihat pada penjelasan Pasal 8 UU Nomor 10 Tahun 1998 

Tentang Perbankan yang menyebutkan bahwa kredit yang diberikan oleh bank 

mengandung resiko sehingga dalam pelaksanamya yang sehat. 

Untuk rnengurangi resiko tersebut maka jaminan pemberian kredit, dalam arti 

keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya 

ses~iai dengan yang diperjanjikan, merupakan faktor penting yang harus diperhatikan 

oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit bank 

hams melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, 

agunan dan prospek usaha dari debitur." Mengig,; bahwa agunan menjadi salah satu 

unsur jaminan pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah 

dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan debitur untuk mngembalikan hutangnya, 

agunan hanya dapat berupa barang, proyek atau hak tagih yang di biayai dengan 

kredit yang bersangkutan. 

46 Budi Untung, Kredit Perbankan Indonesia, Andi Yogyakarta, 2000, 
ldm.: 54 

" Ibid. 



Dari uraian tersebut dapat disimpulakan bahwa jaminan disini dapat berarti 

material maupun inmaterial. Apabila kita melihat ketentuan Pasal 1131 KUH 

Perdata, Undang-undang itu menentukan b a h a  segala kebendaan si penghutang, 

baik yang gerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru 

akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan 

perseorangan." Dari Pasal 113 1 BW pun dapat disimpulkan bahwa hak-hak tagihan 

seorang kreditur di jamin d e ~ ~ g a n : ' ~  

1. Semua barang debitur yang sudah ada, artinya yang sudah ada pada saat 

hutang dibuat; 

2. Semua barang yang akan ada; di sini berarti barang-barang yang pada saat 

pembuatan hutang belum menjadi kepenyaan debitur, tetapi kemudian menjadi 

miliknya. Dengan perkataan lain kreditur meliputi barang-barang yang akan 

menjadi inilik debitur, asal kemudian benar-benar menjadi miliknya, 

3 .  Baik barng bergerak maupun tak bergerak. 

Hal ini menunjukkan bahwa piutang kreditur menindih seluruh harta debitur 

tanpa kewali. Dari Pasal 113 1 KUHPerdata dapat disimpulkan asas-asas hubungan 

ekstern kreditur, yaitu sebagai berikut:jO 

48 Pasal 1 13 1 KUHPerdata 
49 J. Satryo, Hukaw Jaminan, Hak-hak Jaminan Kebendaan, Citra Aditya Bakti, 

Bandung, 1993, hlm.: 4-6 
50 Budi Untung, Kredit Perbankan Indonesia.. . . . . . . . .. Op.Cit., hlm.: 55 



1. Seorang kreditur boleh mengambil setiap bagian dari harta kekayaan debitur 

untuk pelunasan; 

2. Setiap bagian kekayaan debitur dapat dijual guna pelunasan tagihan kreditur; 

3.  Hak tagihan kreditur hanya dijamin dengan harta benda debitur saja, tidak 

dengan persoo~~ debifzw. 

Dalam arti bahwa jaminan seperti itu diberikan kepada setiap kreditur dan 

karenanya disebut jaminan umum. Setiap kreditur menikmati hak jaminan umum 

seperti itu. Namun ha1 itu berarti bahwa kreditur hams menjual seluruh kekayaan 

debitur, lalu mengambil suatu bagian yang sebanding dari hasil penjualan dari tiap- 

tiap benda yang membentuk kekayaan tersebut. Hal seperti itu - penjualan seluruh 

harta kekayaan debitur - hanya terjadi dalam ha1 ada kepailitan (pihak debitur) dan 

dalam penerimaan boedel dengan hak utaina untuk mengadakan pencatatan. Namun 

peristiwa seperti itu ridak didasarkan atas perintah undang-undang tetapi karena 

penyelesaiail sedemikian adalah l o ~ i s  dan kiranya tak ada jalan lain yang !ebih 

praktis.51 Pada prinsipnya kreditur dapat menyita dan melaksanakan penjualan benda 

mana saja rnilik debitur. 

Debitur pada asasnya tak berhak umtuk menuntut agar yang disita dan di jual 

meja kursi saja, jangan lemari esnya, karena hasil penjualan keduanya sama besarnya 

danlatau cukup untuk menutup hutang-hutangnya. Jadi menurut undang-undang, 

j' Ibid, hlm.: 55-56 



pada pokoknya terdapat 2 (dua) asas pemberian hak jaminan bial ditinjau dari 

sifatnya, yaitu:52 

1. Hak jaminan yang bersifat umum, yaitu jaminan yang diberikan oleh debitur 

kepada kreditur , hak-hak tagihan mana tidak mempunyai hak saling 

mendahului (konkuren) antara kreditur yang satu dengan kreditur lainnya; 

2. Hak jaminan yang bersifat khusus, yaitu jaminan yang diberikan oleh debitur 

kepada kreditur, hak-hak tagihan mana mempunyai hak mendahului sehingga 

ia berkeduukan sebagai kreditur privelege (hak preverent). 

Hak jaminan yang bersifat khusus , yang mempunyai kedudukan yang baik, 

bisa ada karena: 53 

1. Diberikan oleh undang-undang (Pasal 1 134 KUHPerdata), atau 

2. dipe rjanjikan (Pasal 1 1 5 1, 1 1 62, 1 820 KUHPerdata) 

Yang dimaksud dengan jaminanitu sediri adalah tanggungan yang diberkan 

oleh debitur kepada kreditur karena pihak kreditur mempunyai suatu kepentingan, 

yaitu bahwa debitur harus memenuhi kewajibannya dalam suatu perikatan. 

52 Ibid, hlm.: 56 
33 J. Satrio, Hukurn Jaminan.. . . . . . . . . . . . . . Op.Cit., hlrn.: 1 1 



Dari pengertian tersebut maka dapat dikemukakan lebih lanjut tentang hak 

jaminan yang diberikan kepada kreditur adalah bahwa:'" 

1. Hak jaminan yang diberikan kepada kreditur adalah baik hak kebendaan 

maupun hak perorangan. Hak kebendaan berupa benda benvujut, benda 

bergerak maupun benda tak bergerak. Sedangkan hak perorangan tidak lain 

adalah penanggungan hutang yang diatur dalam pasal 1820 - 1850 KUH 

Perdata; 

2. Hak jaminan yang diberikan kepada kreditur tersebut dapat diberikan oleh 

debitur sendiri maupun oleh pihak ketiga yang disebut juga pinjaman atau 

penggung. Jaminan perorangan atau penanggunmgan huatang selalu diberikan 

oleh pihak ketiga kepada kreditur. Penaggungan mana diberikan baik dengan 

sepengetahun atau tanpa sepengetahuan debitur yang bersangkutan; 

3 .  Hak jaminan yang diberikan kepada kreditur tersebut - untuk keamanan dan 

kepentingan kreditur - haruslan haruslah diadakan der.gan suatu perikatan; 

perikatan mana bersifiit acesoir dari perjanjian kredit atau pengakuan hutang 

yang diadakan antara debitur dengan kreditu; 

4. Mengetahui pentingnya suatu pinjaman oleh kreditur (bank) atas suatu 

pemberian kredit, tidak lain adalah karena jaminan merupakan salah satu upaya 

54 Budi Untung, Kredt Perbankan . . . . . . . . . . . . . . . Op.Cit., hlm.: 56-57 



untuk mengantisipasi resiko yang mungkin dalam t engga~g  waktu antara 

pelepasan dari pelunasan kredit. 

Keberadaan jaminan kredit (collateral) merupakan persyaratan memperkecil 

resiko bank da!am menyalurkan kredit. Pada prinsipnya suatu penyaluran kredit tidak 

selalu hams dengan jaminan kredit, sebzb jenis usaha dan peluang bisnis yang 

dimiliki debitur pada dasarnya sudah merupakan jaminan atas prospek usaha itu 

sendiri. Hanya saja, jika suatau kredit dilepas tanpa angunan maka kredit itu akan 

memiliki resiko yang sangat besar kareana akan investasi yang dibiayai mengalami 

ksgagalan atau tidak sesuai dengan perhitungan semula. Jika ha1 ini terjadi maka 

bank akan dirugikan sebab dana yang disalurkan berpeluang untuk tidak dapat 

dikembali kan. 

Dengan dernikian berarti kredit tersebut macet tanpa ada aset nasabah yang 

dapat digunakan untuk menutup kredit yang tidak terbayar. Lain halnya dengan 

angunan. Bank akan dapat menarik kembali dan yang disalurkannya dengan 

memanfaatkan jaminan tersebut. Masalah collateral dapat menjadi pelik jika tidak 

disikapi dengan seksama.j5 

Jaminan kredit dari calon debitur juga diharapkan dapat membantu 

memperlancar proses analisa pemberian kredit dari bank, yang dengan demikian 

jaminan kredit atau collateral tersebut haruslah:j6 

55 Ibid, hlm.: 5 7 
56 Yoid.> K h . :  58  



1. Secured, artinya terhadap jaminan kredit tersebut dapat diadakan pengikatan 

secara yuridis formal, sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang 

berlaku sehigga di kemudian hari tejadi wanprestasi dari debitur maka bank 

mempunyai alat bukti yang sempurna dan lengkap untuk menjalankan suatu 

tindakan hukum; 

2. Maketable, artinya apabila jamina tersebut hams atau perlu dieksekusi, maka 

jaminan kredit tersebut dapat dengan mudah dijual atau diuangkan untuk 

melunasi hutang debitur. 

Meskipun ada pertimbangan tersebut di atas, kenyataannya bank-bank saat ini 

hanya menerima jaminan yang secara umum dapat rnemenuhi syarat yang telah 

ditentukan sendiri oleh bank. 

B. Tinjauan Tentang Hak Tanggungan 

1. Asas -Asas Hak Tanggungan 

Ada beberapa asas dari Hak Tanggungan yang membedakan Hak 

Tanggungar? dari jenis dan bentuk jaminan-jaminan utang lainnya. Bahkan 

yang membedakan hipotik yang digantikan. Asas-asas tersebut tersebar dan 



diatur dalam berbagai pasal dari UUHT. Asas-asas Hak Tanggungan 

tersebut adalah:57 

a Hak Tanggungan Memberikan Kedudukan yang Diutamakan Bagi 

Kreditur Pemegang Hak Tanggungar,; 

b. Hak Tanggungan Tidak Dapat Dibagi-bagi; 

c. Hak Tanggungan Hanya Dapat Dibebankan Pada Hak Atas Tanah 

Yang Telah Ada; 

d. Hak Tanggungan Dapat Dibebankan Selain Atas T a ~ a h  Juga 

Berikut Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah Tersebut; 

e. Hak Tanggungan Dapat Dibebankan Juga Atas Benda-Benda Yang 

Berkaitan Dengan Tanah Yang Baru Akan Ada Dikemudian Hari; 

f. Perjanjian Hak Tanggungan adalah Pe rjanjian Accesoir; 

g. Hak Tanggungan Dapat Dijadikan Jaminan Untuk Utang Yang Baru 

Akan Ada Hak Tanggungan Dapat Menjamin Lebih Dari Satu Utang; 

h. Hak Tanggungan Mengikuti Objeknya Dalam Tangan Siapapun Objek 

Hak Tanggungan Itu Berada; 

i. Hak Tanggungan Wajib Dafiar; 

j. Objek Hak Tanggungan Tidak Boleh Diperjanjikan Untuk Dimiliki Sendiri 

Oleh Pemegang Hak Tanggungan Bila Debitor Cidera Janji; 



k. Hak Tanggungan Dapat Diberikan Dengan Disertai Janji-Janji Tertentu; 

1. Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan Mudah Dan Pasti. 

2. Objek Hak Tanggungan 

Dalam Pasal 4 ayat 1 UUHT disebutkan secara rinci hak atas tanah yang 

dapat dibebani dengan Hak Tanggungan adalah: 

a. Hak Milik Sendiri 

b. Hak Guna Usaha 

c. Hak Guna Bangunan 

Kesemuanya yang disebutkan di atas adalah hak atas tanah, ha1 mana 

menunjukan bahwa pada asasnya yang menjadi objek Hak Tanggungan sesuzi 

dengan objek pengaturan UUPA berdasarkan Pasal 1 sub 2, Pasal 2 sub 1 

dan pasal 5 adalah tanah atau hak atas tanah.5s Namun dari ketentuan 

tersebut di atasdiketahui bahwa tidak semua hak atas tanah sekalipun 

merupakan hak atas tanah menutut UUPA bisa menjadi objek Hak 

Tanggungan. 

Selain yang disebutkan di zitas, dalam Pasal 4 ayat 2 diberikan suatu 

ketentuan yang memungkinkan hak dipakai dijadikan ebagai objek Hak 

Tanggungan. Ini merupakan suatu ketentuan yang baru, karena selama ini 

belum ada ketentuan yang memungkinkan Hak Pakai dijadikan objek hipotik. 

58 J. Satrio, H d m n  Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggimgan Buku 1: 
Aditya Bakti, Bandung72002, hlm.: 177. 



Dalam undang-undang atas rumah susun, Hak Pakai memang bisa dijadikan 

untuk menjamin suatu hutang, tetapi melalui lembaga ~ i d u c i a . ' ~  Syarat Hak 

Pakai bisa dibebankan Hak Tanggungan berdasarkan Pasal 4 Ayat 2 haruslah 

pakai atas tanah negara dan menurut ketentuan yang berklaku hams 

didaftarkan. 

Sekalipun pada asasnya yang menjadi objek Hak Tanggungan adalah hak atas 

tanah yang terdafta: dan dapat dipindahtangankan (sesuai Pasal 4 ayat 1 dan 

2 bVHT), tetapi di samping itu, sesuai dengan pasal 4 ayat 3 juga 

dimungkinkan bahwa orang menjaminkan juga bangunan, tanaman dan hasil 

karya, yang ada atau akan ada yang bersatu atau nantinya akan bersatu degan 

tanah yang bersangkutan. Dari kata hak atas tanah berikut bangunan, 

tanaman dan hasil karya dalam Pasal 4 ayat 4 UUHT tersebut di atas aka11 

diperkuat dengan kata-kata penjelasan atas pasal tersebut, yang mengatakan 

tentang bangunan yang dapat dibebani bersamaan dengan tanahnya, maka 

pembebanan benda-benda seperti tersebut di atas, dilakukan secara bersama- 

sama pada saat yang sama decaan pembebanan tanahcya. Jadi disini 

diisyaratkan, bahwa pembebanan atas bangunan, tanaman dan hasil kaiya 

yang telah ada dan akan ada dan bersatu dengan tanah yang dijaminkan hams 

dilakukan sekaligus, jadi bersama-sama dengan pembebanan hak atas 

59 Ibid, hlm.: 179. 



tanahnya.'' Ini berarti menjaminkan bangunan, tanaman dan hasil karya 

dengan Hak Tanggungan secara terpisah dari tanahnya tidak bisa. Bahkan, 

pembebanannya hams dilakukan dalam akta yang sama dengan pembebanan 

tanahnya. 

3. Pemberian, Pendaftaran Dan Pencabutan Hak Tanggungan 

Pasal 17 UUHT menentukan bahwa bentuk dan isi Akta pemberian hak 

Tanggungan, bentuk dan isi buku tanah Hak Tanggungan, dan hal-ha1 lain 

yang berkaitan dengan tata cara pemberian dan pendafiaran Hak Tanggungan 

ditetapkan dan diselenggarakan berdasarkan Pereturan Pemerintah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 UUPA. Namun ternyata yang 

dikeluarkan sebagai ketentuan pelaksanaan Pasal 17 UUHT tersebut bukanlah 

dalam bentuk Peraturan Pemerintah, tetapi hanya berupa Peraturan Menteri 

Negara AgrariaIKepala Bidang Pertanahan Nasional (PMA), yaitu: PMA No. 

Tahun 1996 tentang Eentuk Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan, 

Dan Sertifikat Hak Tanggungan. 

Menurut Pasal 10 ayat 2 UUHT, setelah perjanjian pokok itu diadakan, 

pemberian Hak Tanggungan dilakukan dengan pembuatan Akta Pemberian 

Hak Tanggungan (APHT) yang dibuat oleh PPAT. Sebelum PPAT dibuat 

bisa saja dibuat SKMHT. Pasal 15 ayat 1 UUHT menentukan bahwa 

SKMHT wajib dibuat dengan a k a  notari atau a k a  PPAT. Selain SKMEiT 



hams dibuat oleh notaris atau PPAT, SKMHT tersebut bisa berlaku seumur 

perjanjian pokok yang dibuat. 

Ditentukan menurut Pasal 11 ayat 1 UUHT bahwa di dalam APHT wajib 

dicantumkan: 

a. Nama dan indentitas pemegang hak tanggungan; 

b. Domisili pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada huruf 1, dan apabila 

diantara mereka ada yang berdornisili diluar Indonesia baginya hams 

pula dicantumkan suatu domisili pilihan di Indonesia, daii dalam ha1 

domisili pilihan di Indonesia, dan dalam ha1 domisili pilihan itu tidak 

dicantumkan, kantor PPAT tepat pembuatan APHT dianggap sebagi 

domisili yang dipilih; 

c. Menunjukan secara jelas utang atau utang-utang yangdijamin 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 10 ayat 1 ; 

d. Nilai Tanggungan. 

e. Uraian yang jelas mengenai objek Hak Tanggungan. 

Pemberian Hak Tanggungan menurut Pasal 13 ayat (1) UUHT, wajib 

didaftarkan pada Kantor Pertanahan. Di Dalam Pasal 13 ayat (2) dan (3) 

UUHT dijelaskan bagrimana caranya pendafiaran Hak Tanggungan itu 

dilakukan. Tata cara pelaksanaannya adalah sebagai berikut: 

a. Setelah penendatangannan APHT yangdibuat PPAT dilakukan oleh para 

pihak, PPAT mengirimkan APHT yang bersangkutan dan warkah lain 



yang diperlukan oleh Kantor Pertanahan. Pengirim tersebut wajib 

dilakukan oleh PPAT yang bersanghtan selambat-lambatnya 7 (tujuh) 

hari ke rja setelah penandatanganan APHT; 

b. Pendaftaran Hak Tanggungan dilakukan oleh Kantor Pertanahan dengan 

membuat buku tanah hak atas tanah yang menjadi cbjek Hak 

Tanggungan serta menyalin catatan tersebut pada sertifikat hak atras 

tanah yang bersangkutan; 

c. Tanggal buliil tanah Hak Tanggungan adalah tunggal hari ketujuh 

setelah penerimaan secara lengkap surat-surat yangdiperlukan bagi 

pendaftarnya dan jika hari ketujuh itu jatuh pada hari libur, buku tanah 

yang bersangkutan diberi bertanggal hari kerja berikutnya; 

Penghapusan Hak Tanggungan diatur dalam Pasal 18 UUHT, yang 

menentukan bahwa hapusnya Hak Tanggungan karena hal-ha1 sebagai 

berikut : 

a. Hapusnya utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan; 

b. Dilepaskannya Hak Tanggungan oleh Pemegang Hak Tanggungan. 

Pemberian Hak Tanggungan berdasarkan penetapan perngkat oleh ketua 

Pengadilan Negeri; 

c. Hapusilya hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan. 

Berkenaan dengan itu menurut Pasal 22 ayat 1, setelah Hak Tanggungan 

hapus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 UUHT, kantor pertanahan 



mencoret catatan Hak Tanggungan tersebut pada buku tanah atas tanah dan 

sertifikatnya. Permohonan pencoretan sebagaimana maksud pada pasal 22 

ayat 1 UCTHT itu,oleh pasal 22 ayat 4 TJUHT ditentukan harus diajukan oleh 

pihak yang beskepentingan dengan melampirkan sertifikat ,Yak Tanggungan 

yang telah diberi catatan oleh kreditor bahwa Hak Tanggungan hapus karena 

piutang yang dijarnin pelunasannya dengan Hak Tanggungan itu sudah lunas. 

Hak tanggungan merupakan jaminan yang sudah dikenal sejak UUPA Tahun 

1960 diundangkan menggantikan hipotik cr-edi'ehlerband . Namun oleh karena 

berdasarkan UUPA Tahun 1960 pengaturannya hams dilakukan dengan suatu 

Undang-undang, UUPA tahun 1960 menetapkan suatu ketentuan peralihan. 

Sebelum Undang-undang Hak Tanggungan berhasil diundangkan, ketentuan 

Undang-undang yang mengatur hipotik dan creditverband dinyatakan berlaku 

( KUH Perdata buku 11, Stb. 1908 No. 542 jo Stb 1973 No. 191 ). Kondisi 

seperti ini dalam praktiknya banyak sekali menimbulkan m a ~ a l a h . ~ '  

Dengan diundangkannya Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak 

Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah 

(selanjutnya disingkat UUHT), amant UUPA Tahun 1960 telah dipenuhi 

sekaligus menetapkan :62  

1. Stb. 1908 No. 542 jo Stb 1937 No. 19ldicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku lagi; 

" Indrawati Soewarso, Aspek H u k w  Jarninan, . . . . . . . . . .Op.Cit., hlm.: 76. 
'' Ibid. 



2. Ketentuan dalam KUH Perdata Buku I1 tentang hipotik tidak berlaku 
lagi untuk pembebanan jaminan atas tanah. 

Hal ini berarti bahwa ketentuan mengenai hipotik masih berlaku untuk 

pembebanan jaminan atas kapai yang terdaftar. Pada dasarnya pendaftaran 

dilakukan untuk kapal berukuran sekurang-kurangnya 20 m' dan kapal 

terbang.63 Sebagaimana dapat disimak penjelasan UU Hak Tanggungan Hak 

Tanggungan ( HT ) merupakan hak jaminan atas tanah untuk pelunasan utang 

tertentu yang memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditor terkait dari 

kreditor-kreditor konkuren lainnya. Dalam rangka kegiatan perkreditan 

bidang hukum yang meminta perhatian yang serius Galam pembinaan 

hukumya diantaranya ialah lembaga jaminan. Karena perkembangan ekonomi 

dan perdagangan akan diikuti oleh perkembangan kebutuhan akan kredit dar, 

pemberian fasilitas kredit ini memerlukan jaminan demi keamanan kredit 

terseb~t.~%embaga jaminan tergolong bidang h u k ~ m  yang bersifat netral 

tidak mempunyai hubungan yang erat dengan kehidupan spiritual dan budaya 

bangsa. 

Dengan demikian bahwa terhadap bidang hukum yang dernikian tidak ada 

keberatannya untuk diatur dengan ~ e ~ e r a ~ ~ ~ e m b i n a a n  hukum terhadap bidang 

hokum jaminan adalah sebagai konsekwensi logis dan merupakan penvujudan 

63 Undang-Undang Nomor 2 1 Tahun 1992 Tentang Pelayaran. 
64 Sri Soedewi Masjchoen Sofyan, Hukum Jaminan Dihdonesia Pokok-Pokok Hukum 

Jaminan dan Jaminan Perorangan, Liberty Offset, Yogljakarta, 1980, hlm: 1. 
65 Mochtar Kusumaatmadja, "Pembinaan Hukum daiam Rangka pembangullan 

Nasional", Panel Diskusi, Jakarta, Maret 1972. 



tanggung jawab dan pembinaan hokum mengimbangi lajunya kegiatan- 

kegiatan dalam bidang perdagangan, perindustrian, perseroan, pengangkutan 

dan kegiatan-kegiatan dalam proyek pembangunan. 66 

4. Tahap Terjadinya Hak Tanggungan 

Kredit pada awal perkembangannya mengarahkan hngsinya untuk 

merangsang kedua belah pihak untuk tujuan pencapaian kebutuhan baik 

dalam bidang usaha maupun kebutuhar, sehari-hari. Pihak yang mendapatkan 

kredit hams dapat menunjukkan prestasi yang lebih tinggi pada kemajuan 

usahannya itu, atau mendapatkan pemenuhan atas kebutuhannya. Adapun 

bagi pihak yang memberi kredit, secara material di hams mendapatkan 

pemenuhan atas kebutuhannya. Adapun bagi pihak yang memberi kredit, 

secara material di hams mendapatkan rentabilitas berdasarkan perhitungan 

yang wajar dari modal yang dijadikan objek kredit, dan secara spritual 

mendapatkan kepuasan karena &pat membantu pihak lain untuk mencapai 

kemajuan. 67 

Ada beberapa prinsip dalam hukum jaminan, temtarna yang berakar pada 

Pasal 113 1 KUH Ferdata memberikan suatu konklusi bahwa pad2 dasarnya 

dalam hubungan pemberian kredit senantiasa ada soal jaminan, yaitu 

66 Sri Soedewi Mascjchoen Sofivan, Hukunl Jaminan.. . . . . . . . . . . .Op.Cit.: hi.: 2.  
67 Mohammad Djumhan~, Hukurn Perbankan di Indonesia, Citra Adytia Bhakti, 

Bandung, 1996, hlm.: 23. 



kekayaan debitor yang bersangkutan. Oleh karena itu secara hukum hampir 

tidak mungkin terjadi pemberian kredit tanpa jaminan, termasuk praktek 

perbankan yang sering memperkenalkan zrnsecz(red nloney nlarket line atau 

uwsecured loan. Pemberian kredit ini secara hukum hams diartikan sebagai 

kredit yang tidak dijamin dengan harta debitor yang ditunjuk secara khusus, 

atau dengan kata lain yang tidak dijarnin harta tidak bergerak dalam bentuk 

Hipotik atau Hak Tanggungan. Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu 

untuk memberikan pembayaran piutangnya dari kreditor-kreditor konkuren, 

diperlukan pengikatan jaminan secara khusus. Hak untuk didahulukan di 

antara para kreditor antara lain hak yang tmbul dari pembebanan hipotik, hak 

tanggungan, gadai dan fidusia, masing-masing dilakukan menurut ketentuan 

perundang-undangan yang b e r ~ a k u . ~ ~  

Aspek hukum jaminan dalarn Undang-undang perbankan diawali dengan 

ketentuan yang mewajibkan bank dalam memberikan kredit mempunyai 

keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitor melunasi kredit 

uyang telah diberikan, terhadap berbagai unscr seperti agunan Ketentuan 

perbankan pun ternyata memberikan gambaran yang sejalan, yaitu dalam 

setiap pemberian kredit oleh bank tanpa jaminan secara hukum merupakan 

ha1 yang nyaris tidak ada. Kedudukan bank m;,lirnal sebagai kreditor 

konkuren, akan tetapi masih belum terlindung kepentingannya dan 

68 Indrawati Soeivarso, Aspek Hukurn.. . . . . . . . . . . . . . ..Op.Cit.. hlm.: 15 



menghadapi banyak risiko. Untuk mengatasinya bank senantiasa 

mengupayakan pengamanan dan perlindungan terhadap kepentingannya antara 

lain melalui peningkatan kedudukannya menjadi kreditor separatis atau 

kreditor preferen.69 

Terlepas dari masalah jaminan yang diterima kreditorhank baik untuk 

jaminan pokok atau jaminan tambahan, bank menerima jaminan berupa:'O 

1 Hak perorangan yaitu borgtocht atau peflanggungan utang yang 

diwujudkan dalam: 

a. Pesonal guarat~ty atau jaminan perorangan; 

b. Corporate grraratlty seperti surety bond yaitu jaminan yang 

diterbitkan oleh perusahaan asuransi atau jaminan perusahaan 

lainnya; 

2. Hak kebendaan, dapat diwujudkan dalam 

a. gadai, fidusia yaitu jaminan kebendaan atas barang bergerak; 

b. hipotik dan hak tanggungan yaitu jaminan kebendaan atas 

tanah atau barang tidak bergerak. 



Hak kebendaan atas tanah tanpa atau berikut benda-benda yang terdapat 

diatasnya menurut ketentuan Undang-undang yang berlaku hanya dapat 

dibebani Hak Tanggungan. Hipctik merupakan hak kebendaan yang berlaku 

dan dapat dibebankan atas kapal laut dan kapal terbang, sedangkan gadai dan 

fidusia merupakan lembaga jaminan yang dapat dibebankan atas harta bukan 

tanah, seperti barang inve~tasir, saham, obligasi, piutang. Dalam pelaksanaan 

pemberian kredit oleh bank sering dijumpai praktik-praktik yang dimaksudkan 

memberikan jaminan kepada bank untuk kredit yang disalurkannya, namun 

tidak dikenal sebagai lembaga jaminan menurut hukum atau menyimpang dari 

ketentuan hukum yang berlaku atau suatu konstruksi secara hukum 

maksudnya menjaminkan harta namun tidak menggunakan lembaga jaminan 

yang dikenal. Beberapa contoh dapat disebut dalam tulisan ,ini yaitu Surat 

Kuasa Jual, Surat Kuasa Memasang Hipotik dan sekarang juga dialarni pada 

Surai Kuasa Membebani Hak Tanggungan, Ca.r.sie, Letter of confort. 

Terdapat bermacam-macam benda yang dapat dijadikar, sebagai jaminan 

kredit. Salah satu pengolongan benda adalah benda bergerak dan benda tidak 

bergerak. Perbedaan benda-benda tersebut sesuai dengan ketentuan undang- 

undang mempunyai bentuk pengikatan jaminan berbeda-beda sehingga 

seoiang ana1;isis kredit hams mengetahui macam-macam atau jenis benda dan 



bentuk pengikatan atas benda itu. Adapun bentuk-bentuk pengikatan jaminan 

kredit tersebut dapat dibedakan sebagai berikut:'! 

1. Hak Tanggungan (dahulu disebut Hipotik); 

2. Fidusia; 

3 .  Gadai; 

4. Borgtocht; 

5. Cessie 

Untuk jaminan kredit bank dapat digolongkan dalam beberapa klasifikasi 

berdasarkan sudut pandang tertentu, misainya cara terjadinya, sifatnya, kebendaan 

yang dijadikan objek jaminan, dan lain sebagainya, antara lain sebagai be~ikut : '~  

1. Jaminan Karena Undang-Undang Dan Karena Perjanjian 

Jaminan karena UU adalah jaminan yang dilahirkan atau diadakan oleh, 

seperti jaminan umum, hak privilege dan hak retensif (Pasal 1132, Pasal 

1134 ayat (1)). Sedangkan jaminan karena perjanjian adalzh jaminan yang 

dilahirkan atau diadakan oleh perjanjian yang diadakan para pihak 

sebelumnya, seperti gadai, hipotik, hak tanggungan, dan fidusia 

2. Jaminan Umum Dan Jaminan Khusus 

Pada prinsipnya, menurut hukum segala harta kekeyaan debitor akan zenjadi 

jaminan bagi perutangannya dengan semua kreditor. Kitab Undang-undang 

Hukum Perdata pada Pasal 1131 menyatakan bahwa segala kebendaan si 

" Sutarno, Aspek-Aspek Hukurn Perkrcktan Pada Bank, Penerbit CV. Alfabeta, 
Jakarta, 2003, hlrn.: 15 1- 152 

" Rachrnadi Usman, Aspek-Aspek HuLwn Perbankan d~ Indonesia, Penebit Gramedia 
Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm.: 287 



berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik sudah ada 

maupun baru yang akan ada diukemudian hari menjadi tanggungan untuk 

segala perikatannya perseorangan. Dari Pasal ini berarti seluruh harta 

kekayaan milik debitor akan menjadi jaminan pelunasan atas utang debitor 

kepada semua kreditor. Kekayaan debitor dimaksud meliputi kebendaan 

bergerak maupun benda tetap, baik yang sudah ada pada saat perjanjian 

utang-piutang diadakan maupun yang baru yang akan ada dikemudian hari 

yang akan menjadi milik debitor setelah perjanjian utang-piutang diadakan. 

Dengan demikian tanpa terkecuali seluruh harta kekayaan debitor akan 

menjadi jaminan umum atas pelunasan perutangan, baik yang telah 

dipe janjikan tnaupun yang tidak diperjanjiakan sebelumnya. Jaminan umum 

ini dilakukan karena Undang-undang, sehingga tidak perlu adanya jaminan 

sebelumnya. 

Dalam jaminan yang bersifat umum ini semua kreditor mempunyai kedudukan 

yang sama terhadap kreditor-krediror lain, tidak ada kreditor yang 

diutamakan atau diistimewakan dari kreditor-kzditor lain. Pelunasan 

utangnya dibagi secara "Seimbang": berdasarkan besar-kecilnya tagihan 

masing-masing kreditor dibandingkan dengan jumlah keseluruhan utang 

debitor. Hal demikian demikian ditegaskan dalam Pasal 1132 KLWerdata  

yang mengayakan bahwa: "Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama- 

sama bagi semua orang yang menguntunsannya padanya". Pendapatan 



penjuan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan yaitu menurut 

besar kecilnya tagihan masing-masing kreditor, kecuali apabila diantara para 

berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan. Jadi Pasal 1132 

KUHPerdata tersebut juga memberikan kemungkinan pengecualian adanya 

kedudukan diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kredi~or 

lain, yaitu' pemegang hak prevelege, gadai (pand) dan hipotik. Berarti 

kedudukan para kreditor ditentukzn oleh jenis jaminan yang dipegangnya. 

Jaminan umum ini adalah praktek perkreditan tidak memuaskan kreditor, 

kurang menimbulkan rasa aman dan terjamin bagi kredit yang diberikan. 

Dengan jaminan umum tersebut kreditor tidak mengetahui secara persis 

berapa jumlah harta kekayaan debitor yang ada sekarang dan yang akan ada 

dikemuadian hari serta kepada siapa saja debitor itu berhutan~ sehingga 

kewatir penjualan harta kekayaan debitor nantinya tidak cukup untuk 

melgnasi uatng-utangnya. 

Untuk itu kreditor memerlukan adanya benda-benda tertentu yang ditunjuk 

secara khusus sebagai jaminan piutangnya dan itu hanya berlaku bagi kreditor 

tersebut. Dengan kata lzin memerlukan adanya jaminan yang dikhususkan 

baginya baik yang bersifat kebendaan maupun perorangan. Jaminan khusus 



ini timbul karena adanya perjanjian yang khusus diadakan antara kreditor dan 

d e b i t ~ r . ~ "  

Karena jaminan umum larang menguntungkan bagi kreditor, maka 

diperlukan penyerahan harta kekayaan tertentu untuk diikat secara khusus 

sebagai jaminan pelunasan utang debitor, sehingga kreditor yang 

bersangkutan mempunyai kedudukan yang diutamakan atau diistimewakan 

atau didahulukan dari pada kreditor-kreditor lain dalam pe!unasan utangnya. 

Jaminan yang seperti ini memberikan perlindungan kepada kreditor dan di 

dalam perjanjian hams diterangkan mengenai ha1 ini. 

3. Jaminan Kebendaan Dan Jaminan Perseorangan 

Jaminan yang bersifat kebendaan adalah jaminan yang berupa hak multak atas 

sesuatu benda yang mempunyai cirri-ciri yang mempunyai hubungan langsung 

atas benda tertentu dari debitor, dapat dipertahankan terhadap siapapun, 

selalu mengikuti bendanya dan dapat diperalihkan (contoh hipotik, gadai d m  

lain-lain). Sedangkan jaminan perserorangan adalah jaminan yang 

menimbulkan hubungan langsung pada perseorangan tertentu, hanya dapat 

dipertahankan terhadap debitor tertentu, terhadap harta kekayaan debitor 

umurnnya (contoh borgtocht). Selain sifat-sifat tersebut yang membedakan 

hak kebendaan dari hak perseorangan adalah asas prioriteit yang dikenal 

l 3  Gatot Scptamono, Perbankan dan Masalah Kredit (Suatu Tinjauan), Penerbit 
Djambatan, Jakarta, 1995, hlm.: 59 



pada hak kebendaan dan asas kesamaan pada hak perseorangan.74 Jaminan 

kebendaan dapat berupa jaminan benda bergerak dan benda tidak bergerak. 

Benada bergerak adalah kebendaan yang karena sifatnya dapat berpindah atau 

dipindahkan atau karena undang-undang dianggap sebagai benda bergerak, 

seperti hak-hak yang melekat pada benda bergerak. 

Benda bergerak dibedakan lagi atas benda bergerak berwujud atau bertubuh 

ztau benda bergerak tidak berwujud atau bertubuh. Pengikatan jaminan 

benda bergerak berwujud gadai dan fidusia, sedangkan pengikatar. jaminan 

benda bergerak tidak berwujud dengan gadai, cessie, dan account receivable. 

Benda dikatakan sebagai benda tidak bergerak atau tetap adalah kebendaan 

yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, karena 

peruntukannya, atau kerana undang-undang yans menggolongkannya sebagai 

benda iidak bergerak (Pasal 506, Pasal 507 dan Pasal 508 KUHPerdata). 

Pengikatan jaminan tidak bergerak dengan cara hipotik dar. hak tanggungan. 

Sedangkan jaminan perseorangan dapat berupa borgtocht (personal 

guarantee), jarninan perusahaan (corporate gucirmtee) dan bank garansi 

(bank gunrantee). Dalam borgtocht pemberi jaminannya adalah pihak 

ketiga secara perseorangan, sedangkan pada corporate guarantee pemberi 

jaminannya adalah benda usaha yang berbadan hukum, kemudian garansi 

74 '- ' ~n Soedewi Masjchoen Sotjran, H d m  Jaminan . . . . . . . . . . . . Op.Cit., l h . :  46-47 



bank diberikan oleh bank guna menjamin pembayaran suatu jumlah tertentu 

apabila pihak yang dijamin cidera janji. 

4. Jaminan Pokok, Jaminan Utama dan Jaminan Tambahan 

Sesuai dengan namanya, kredit diberikan kepada debitor berdasarkan 

"kepercayaan" dari kreditor terhadap kesanggupan pihak debitor untuk 

membayar kembali utangnya kelak. Karena dalam hukum diberlakukan suatu 

pinsip bahwa "kepercayaan" tersebut dipandang sebagai jaminan pokok dari 

pembayaran kembali utang-utangnya. Sementara jaminan-jaminan lainnya yang 

bersifat kontraktual, seperti hak tanggungan atas tanah, gadai, hipotik, fidusia 

dan sebagainya hnya dianggap sebagai "jaminan tambahan" semata-mata 

yakni tambahan atas jaminan utamanya berupa jaminan atas barang yang 

dibiayai dengan kredit tersebut '' 
5. Jaminan Atas Benda Bergerak Dan Tidak Bergerak 

Pembebanan jarninan kredit didasarkan dari objek bendanya. Kalau yang 

dijadikan jaminan adalah tanah, maka pembebannanya adalah dengan 

menggunakan hak tanggungan atas tanah, sedangkan kalau yang dijadikan 

jaminan adalah kapal laut ataupesawat udara, maka pembebanannya dengan 

menggunakan hipotik. Sementara itu, kalau yang aijadikan jaminan adalah 

- -- 

'' Munir Fuadi, Hukum Perkreditan Kontemporer, Penerbit. Citra Aditya Bakti, 
bandung, 1996, hlm.: 69-70 



benda bergerak , maka pembebananya dengan menggunakan gadai, fidusia, 

cissie dan account receivable. 

C. Wanprestasi 

Setiap pemberian kredit tentunya telah memenuhi ketentuan perbankan dan 

sesuai dengan dan sesuai dengan asas perkreditan yang sehat. Demikian pula 

pemberian kreditnya juga telah didasarkan pada penilaian yang jujur, objektif dan 

terlepas dari pengamh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit. 

Bank hams menyakini bahwa kredit yang akan diberikannya tersebut dapat melunasi 

kembali pada waktunya oleh nasabah debitor dan tidak &an berkembang menjadi 

kredit yang bermasalah atau kredit macet." Dan untuk menentukan suatu kredit 

dikatakan bermasalah atau macet hams didasarkan pada kolektibilitas kreditnya. 

Kolektibilitas adalah keadaan pembzyaran pokok atau ansuran dan bunga kredit oleh 

debitor serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana tersebut. 

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi bank Indoilesia Nomor 

26!22/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/4/BPPP tentang 

kualitas aktiva produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif 

masing-masing tanggal 28 Mei 1993 membagi kredteria kolektibilitas kredit itu atas 

j6  Rachrnadi Usman, Aspek-Aspek Hukunl.. . .. . . . . Op. Cit.. hll~i.: 255 



(empat) golongan ~ a i t u  Kredit lancar, kredit kurang lancer kredit yang diragukan, 

kredit macet dan kredit yang d i~e l ama tkan .~~  

Suatu kredit digolongkan sebagai kredit bermasalah ialah kredit-kredit yang 

tergolong sebagai kredit kurang lancer, kredit diragukan dan kredit macet. Istilah 

kredit bermasalah telah digunakan oleh dunia perbankan Indonesia sebagai 

terjemahan proglem loan yang merupakan istilah yang sudah lazim digunakan di 

dunia Internasional. Istilah lain dalam bahasa Inggris yang biasa dipakai juga basi 

istilah kredit bermasalah adalah non-performing loan." 

Dengan demikian dapat lebih dimengerti bahwa timbulnya kredit-kredit 

bermasalah dalam dunia perbankan dewasa ini, selain karena indikasi debitor tidak 

mau membayar utangnya juga terlihat dalam prosedur pelaksanaan pemberian 

kreditnya yang ternyata juga mengalami penyimpangan. 

Pemberian kredit ada yang dilakuitan tanpa akad perjanjian kredit ha1 ini 

sungguh merupakan suatu kejadian yang masuk aka1 dan jelas akan msrugikar! 

keuangan Negara dan yang lebih menderita lagi adalah masyarakat. Penyimpangan- 

penyimpangan tersebut terjadi antara lain karena masih lemahnya profesionalisme 

pengelolah bank.79 

" Ibid, hlm.: 257-258 
78 Sutan Remy Sjadeini, Penyelamatan Daii Penyelesaian bedit Macet, Makalah 

Disampaikan Pada Penataran Aspek-Aspek Edmn Dan Bank Indonesia, Surabaya, 1993. 
hlm.: 3 

79 Rachmadi Usman, Op.Cit., hlm.: 259 



Dan lebih jelasnya lagi dapat dikemukakan dan dijelaskan bahwa kredit macet 

dapat disebabkan oleh berbagai yaitu:80 

1. Faktor Internal 

Timbulnya kredi: macet karena kebijakan perkreditan yang ekspansif, 

penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan, itikat kurang 

baik dari pemilik dan pengurus atau pegawai bank, lemahnya sitem 

administrasi dan pengawasan kredit serta lemahnya sitem informasi 

kredit macet ; 

* 
L. Faktor Eksternal 

Timbulnya kredit macet karena kegagalan usaha debitor, musibah 

terhadap debitor atau terhadap kegiatan usaha debitor, pemanfaatan 

iklim persaiangan perbankan yang tidak sehat oleh debitor, serta 

menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga kredit. 

Dengan demikian, maka realisas; hak jaminan atau eksekusi diiakukan karena 

te  rjadi wanprestasi baik disebabkan ketidakmampuan atau ketidakmauan debitor 

melakukan kewajibannya sebagai cara penyelesaian teraklur karena upaya 

penyelamatan tidak berhasil. 

Rene Setiyawan, Penghimpunan Dana, Makalah disajikan pada Temu Ilmiah 
Perbankan Dan Sistem Keuangan, Bank Indonesia Dan Universitas Sumatera Utara, Mecian, 
1994, hlm.: 7-8 



Adapun dalarn ha1 wanprestasi, dapat dijelaskan bahwa bentuk-bentuk dari 

debitur telah melakukan wanprestasi adalah :81 

1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali; 

2. Debitur terlambat dalam memenuhi prestasi; 

3 .  Debitur berprestasi tidak sebagaimana mestinya . 

Bentuk-bentuk wanprestasi tersebut di atas kadang-kadang menimbulkan 

keraguan, pada waktu debitur tidak memenuhi prestasi, apakah termasuk tidak 

memenuhi prestasi sama sekali atau terlambat dalam memenuhi prestasi. Apabila 

debitur sudah tidak mampu memenuhi prestasinya, mzka ia termasuk bentuk yang 

pertama, tetapi apabila debitur masih mampu melnenuhi prestasi is dianggap sebagai 

terlambat dalam memenuhi prestasi. Seperti bentuk ketiga, debitur memenuhi prestasi 

tidak sebagaimana mestinya atau keliru dalam memenuhi prestasinya, apabila prestasi 

masih dapat diharapkan untuk diperbaiki maka ia dianggap terlambat, tetapi apabila 

tidak dapat diperbaiki lagi ia sudah dianggap sama sekali tidak memenuhi prestasi. 

Konsekuensi sebagai akibat terjadinya debitur wanprestasi, maka debitur 

hams melakukan sebagai berikut: lo" 

1. Mengganti kerugian. 

'' P w a h i d  Patrik, Dasar-Dasar Hukwn Periliatan (Perikatan Yang; Lahir Dari 
Pe~ianjian dan Dari Undang-Undang), Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, 1954; him.: 10 

lo' Ibid 



2. Benda yang dijadikan obyek dari perikatan sejak saat tidak dipenuhinya 

kewajiban menjadi tanggung jawab dari debitur. 

3. Jika perikatan itu timbul dari perjanjiar. yang timbal balik, kreditur dapat minta 

pembatalan (pemutusan) pe rjanjian. 

Selain disebutklan di atas, maka debitur hams bertanggung gugat tentang hal- 

ha1 tersebut di atas maka apa yang dapat dilakukan oleh kerditur meng hadapi 

debitur yang wanprestasi itu. lKreditur dapat menuntut salah satu dari 5 kemungkinan 

sebagai berikut :** 

1 .  Dapat menuntut pembatalan / pemutusan perjanjian; 

2. Dapat menuntut pemenuhan perjanjian; 

3. Dapat menuntut penggantian kerugian; 

4. Dspat menuntut pembatalan dan pengganti kerugian; 

5 .  Dapat menuntut pemenuhan Can pengganti kerugian. 

Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa 4 (empat) 

macam, yaitu:8" 

1 .  Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; 

2.  Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; 

3. Melakukan apa yang dijanji kan tetapi terlambat; 

4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya, 

'' Ibid, hlm.: ! 2  
83 Ibid. 



Terhadap kelalaian atau kealpaan si berutang (si berutang atau debitur sebagai 

pihak yang wajib melakukan sesuatu), diancamkan beberapa sanksi atau hukuman. 

Hukuman atau akibat-akibat yang tidak enak bagi debitur yang lalai ada empat 

macam, ya i t~ :84  

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditilr atau dengan singkat 

dinamakan ganti rugi; 

2. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan pe rjanjian; 

3 .  Peralihan resi ko; 

4. Membziyar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim. 

Apabila kita lihat bahwa wanprestasi (kelalaian) mempunyai akihat-akibat 

yang begitu penting, maka harus ditetapkan lebih d a h ~ l u  apakah si berutang 

melakukan wanprestasi atau lalai, dan kalau ha1 itu disangkal olehnya, hams 

dibilktikan di muka hakim. Kadang-kadang juga tidak mudah untuk mengatakan 

bahwa seseorang lalai atau alpa, karena seringkali juga tidak dijanjikan dengan tepat 

kapan sesuatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang dijanjikan. Contohnya 

dalam ha1 seorang merninjam uang, sering juga tidak ditentukan kapan uang itu hams 

dikembalikan. Yang paling mudah untuk menetapkan seorang melakukan 

wanprestasi ialah dalam perjanjian yang bertujuan untuk tidak melakukan suatu 

perbuatan. 



Mengenai pe rjanjian untuk menyerahkan suatu barang atau untuk melakukan 

suatu perbuatan, jika dalam peijanjian tidak ditetapkan batas waktunya tetapi si 

berutang akan dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan, pelaksanaan 

prestasi itu hams lebih dahulu ditagih. Kepada debitur itu hams diperingatkan bahwa 

kreditur menghendaki pelaksanaan perjanjian, kalau prestasi dapat seketika 

dilakukan, rnisalnya dalam jual beli suatu barang tertentu yang sudah di tangan si 

penjual, maka prestasi tadi (dalam ha1 ini menyerahkan barang tersebut) tentunya 

juga dapzt dituntut sewketika. Apabila prestasi tidak seketika dapat dilakukan, maka 

si berutang perlu diberikan waktu yang pantas, misalnya dalam jual beli barang yang 

belum berada di tangan si penjual, pembayaran kembali uang pinjaman, dan lain 

sebagainya. 

Dan tentang bagaimana caranya memperingatkan seorang debitur, agar jika ia 

tidak memenuhi tegoran itu dapat dikataban lalai, diberikan petunjuk oleh Pasal 1238 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana Pasal itu berbunyi sebagai 

b e r i k ~ t : ~ ~  " ~ i  berlttang adalnh Zalai, bila ia dengar1 surat perintah atnu dengar? 

sebtinh akta sejenis itzl telah dinyatakan lalni, atall denli perikatannya sendiri j~kn  

ini menetapkan bnhwa si bertitang akan hani.~ dianggny lalzi dengan lewatnya 

wnktu yang ditentukan ". 

84 Lihat Pasal 1238 KUHPerdata 



Surat perintah yang dimaksud adalah suatu peringatan resmi oleh seorang 

jurusita pengadilan. Perkataan akta sejenis itu sebenarnya oleh undang-undang 

dimaksudkan suatu peringatan tertulis. Sekarang sudah lazim ditafsirkan suatu 

peringatan atau tegoran yang juga boieh dilakukan secara lisan, asal cukup tegas 

menyatakan desakan si Serpiutang supaya prestasi dilakukan dengan seketika atau 

dalam waktu yang singkat. Hanyalah, tentu saja, sebaiknya dilakukan secara tertuli, 

dan seyogiannya dengan surat tercatat, agar nantinya dimuka hakim tidak mudah 

dipungkiri oleh si berutang. 



BAB HI. 

EKSEKUSI JAMINAN HAK TANGUNGAN MELALUI PENJ'UALAN DI 

BAWAH TANGAN 

A. Tata cara eksekusi hak tanggungan di bawah tangan berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Ta~ggungan 

Pada prinsipnya setiap pelaksanaan eksekusi hams melalui penjualan dimuka 

umum atau melalui lelang, ha1 tersebut telah disebutkan di daiam Pasal 1 ayat (1) 

Undang-Undang Hak ~ a n ~ ~ u n ~ a n . ~ ~  Dasar pernikirannya adalah melalui suatu 

penjualan lelang terbuka, dapat diharapkan akan diperoleh harga yang wajar atau 

paling tidak mendeicati wajar, karena dalam suatu lelang tawaran yang rendah bisa 

diharapkan akan dapat memancing peserta lelang lain untuk mencoba mendapatkan 

lelang dengan menambah tawaran. 

Tetapi di dalam praktek tampaknya pada masa sekarang ada keengganan 

orang untuk turut serta dalam lelang menjadi pembeli dalam suatu eksekusi, atau 

paling tidak, orang hanya tertarik untuk turut serta kalau ada harapan untuk 

memperoleh barang lelang dengan harga yang murah. Disamping itu biaya yang 

hams dikeluarkan untuk peiaksanaan lelang juga tidak murah. Seperti disebutkan di 

dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Noiilor 4 Tahun 1996 menyebutkan:" 

86 Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No~nor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan. 
Pasal 20 ayat (2) Undang-Undaqg Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak 

T~ngpungan. 



"Atas kesepakatan pemberi dan pemegang Hak Tanggungan, pegjualan objek 
Hak Tanggungan dapat dilaksanakan di bawah tangan jika dengan demikian 
itu akan diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak" 

Dengan dernikian maka, berdasarkan ketentuan tersebut dimungkinkan cara 

lain, yaitu penjualan di bawah tangan yailg hanya dapat dilaksanakan bila ada 

kesepakatan antara pemberi dan pemegang Hak Tanggungan, Bank tidak mungkin 

melakukan penjualan di bawah tangan terhadap objek Hak Tanggungan atau agunan 

kredit itu apabila Debitur tidak menyetujuinya. 

Pemecahan masalah eksekusi hak tanggungan dapat dilakukkan dengan 

beberapa cara dan apabila menurut perkiraan penjualan secara lelang tidak akan 

menghasilkan harga tertinggi, Undang-undang menetapkan pengecualian yaitu dapai 

dijual di bawah tangan. Ketentuan Undang-undang menetapkan persyaratan 

yaitu :" 

1. Dengan penjualan di bawah tangan dapat diperoleh harga tertinggi yang 

menguntungkan debitor; 

2. Penjualan tersebut dilakukan atas dasar kesepakatan antara kreditor dengan 

debitor; 

3. Pelaksanaan penjualan dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak 

diberitahukan secara tertulis oleh debitor dan atau kreditoi- kepada pihak- 

pihak yang berkepentingan; 

88 Indrawati Soewarso, Aspek Hukum.. . . . . . . . . . . . . . Op.Cit., hlm. : 1 13 



4. Telah diumumkan sedikit-dikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar 

dan meliputi daerah tempah letak obyek jaminan. 

5 .  Tidak ada pihak yang menyatakan keberatan. 

Ketentuan di atas tidak saja ditetapkan dalam UUHT akan tetalji sudah 

ditetapkan dalam Undang-undang sebelumnya, yaitu dalam Undang-undang Rumah 

Susun. Dan apabila debitor cukup kooperatif dalam menanggapi upaya bank menagih 

kredit yang terutang, melalui negoisasi dan itikad baik yang ditunjukkannya, 

permasalahannya dapat diselesaikan dengan baik. 

Hal lain yang dapat ditambahkan dalam uraian ini adalah suatu prinsip lain 

yang menetapkan bahwa kreditor atau bank tidak diperkenankan men-daku harta 

jaminan, yaitu langsung mengambil untuk dimiliki dan memperhitungkan-nya dengan 

kredit yang terutang. Praktik seperti ini banyak dilakukan oleh bank dengan 

menyebut cara yang ditempuh sebagai kompensasi. 

Secara hukum praktik tersebut tidak tepat disebut kompensasi dan perbuatan 

langsung memperhitungkan kredit dengan barang jaminan juga menyimpang dari 

Undang-undang. Ketentuan Undang-undang menetapkan tentang kompensasi antara 

lain bahwa jika 2 (dua) orang saling berutang satu pada yang lain, maka terjadilah 

antara mereka suatu perjumpaan dengan mana utang-utang antara kedua orang 

tersebut dihapuskan dengan cara dan dalam hal-ha1 yang akan disebutkan kemudian. 

Jadi syaratnya hams ada 2 (dua) crang yang saling berutang secara timbal balik dari 

dua perjanjian yang berbeda. 



Tata cara eksekusi hak tanggungan di bawah tangan telah tennuat di dalam 

perjanjian penjualan secara di bawah tangan berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Undang- 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta 

benda-benda yang berkaitan dengan tanah, tampaknya pembuat Undang-Undang 

menyadari adanya kendala-kendala yang dihadapi dalam menyelesaikan piutan 

Kreditur yang telah wanprestasi atau tidak memenuhi kewajibannya, baik itu melalui 

Pengadilan ataupun melalui cara lelang. Paling tidak dalam peristiwa-peristiwa 

tertentu akan diperolehnya kemungkinan harga yang lebih baik kalau perjanjian 

penjualan barang jaminan tersebut dilakukan dengan cara di bawah tangan. Hal 

tersebut diatur dalam Pasal 20 ayat (2) Hak Tanggungan yang menyatakan:sg 

"Atas kesepakatan pemberi dan pemegang Hak Tanggungan, penjualan objek 
Hak Tanggungan dapat dilaksanakan di bawah tangan. jika dengan demikian 
itu akan diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak". 

Dan berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) tersebut diatas, lebih 

memberikan landasan hukum tentang cara penyelesaian eksekusi barang jaminan hak 

atas tanah secara di bawah tangan. Adanya ketentuan perjanjian penjualan barang 

jaminan hak atas tanah secara di bawah tangan di dalam Undang-Undang Hak 

Tanggungan jelas berbeda dengan ketentuan Hipotik, yang tidak mengatakan ha1 

tersebut. Namun dalam praktek sering terjadi objek Hipotik dijual di bawah tanngan 

oleh bank dengan dasar kuasa untuk menjual. 

" Pasai 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak 
Tangwgan. 



Di dalam praktek pengadilan banyak te rjadi gugatan eksekusi barang jaminan 

dengan dalil bank telah melakukan' pembuatan melawan hukum. Adapun alasan 

Debitur mengajukan tersebut karena penjualan di bawah tangan tersebut tidak ada 

kata sepakat antara Debitur dengan bank selaku Kreditur. 

Dengan dicantumannya kesepakatan dalam Undang-Undang Hak 

Tanggungan, maka mengandung pengertian lebih luas dalam pelaksanaan perjanjian 

penjualan objek Hak Tanggungan secara di bawah tangan yaitu hams memenuhi pula 

syarat sahnya perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang- 

Undang Hukum perdata:" 

1 .  Sepakat bagi mereka yang mengikatkan diri 

2. Cakap untuk membuat suatu perjanjiar, 

3. Suatu hak tertentu 

4. Suatu sebab (causaj yang halal. 

Sering terjadi daiam praktek di dalam pelaksanaan perjanjian penjua!an 

barang jaminan 1 agunan secara di bawah tangan kepada pihak ketiga adalah sepakat 

bagi mereka yang mengikatkan diri. Di dalam praktek pelaksanaan, perjanjian kredit 

merupakan perjanjian baku dnegan disana-sini diadakan penyesuaian seperlunya. 

Biasanya pihak Bank telah mempunyai .form tersendiri, dimana para pihak tinggal 

mengisi data pribadi dan data tentang loan yang diambil, sedangkan ternw dan 

conditions-nya sudah dicetak secara baku. Meskipun perjanjian kredit merupakan 



perjanjian baku dalam aplikasinya syarat sepakat bagi mereka yang mengikatkan diri 

hams nampaic jelas. Mariam Darus Badrulzaman memberikan pengertian sepakat 

sebagai persyaratan kehendak yang disetujui antar pihak-pihak. Pernyataan pihak 

yang menawarkan dinamakan tawaran (offercQ, pernyataan pihak yang menerima 

penawaran dinamakan akseptasi (ac~eyfafie).~' 

Pernyatan kehendak tersebut hams merupakan pernyataan bahwa ia 

menghendaki timbulnya hubungan hukum, kehendak tersebut hams dinyatakan, hams 

nyata bagi pihak lain, dan hams dimengerti oleh pihak lain. Apabila pihak lain 

tersebut telah menyatakan menerima atau menyetujui maka timbullah kata sepakat. 

Undang-Undang tidak menentukan secara tegas cara orang menyatakan kehendak, 

namun menurut penulis untuk membuktikan di persidangan diperluukan secara 

tertulis baik itu dengan akta otentik maupun dnegan akta di bawah tangan. 

Hak tersebut dapat dilihat dari Putusan Mahkamah Agung Republik 

Indonesia Nomor 3388.KlPdt11985 tanggal 18 Januari 1992, yang berkaitan dengan 

pe rjanjian penjualan barang jaminan 1 agunan secara di bawah tangan kepada pihak 

ketiga. Pertimbangan Mahkamah Agung dalam putusan tersebut antara lain, "Akta 

pelepasan hak atas tanah sengketa untuk dialihkan kepada Salikun Ang Tong Huat, 

kedua belah pihak telah membubuhkan tanda tangannya, sehingga akta pelepasan 

tersebut dinyatakan sah menurut hukum. Perbuatan Bank yang menjual barany 

91 Mariam Darus Bacirulzaman, Aneka Hukurn Bisnis, Penerbit Alumni, Bandung, 
1994, hlm.: 24 



jaminanlagunan kepada pihak ketiga tersebut karena dinyatakan sah, maka tidak ada 

perbuatan melawan hukum." Keabsahan suatu perjanjian penjualan objek Hak 

Tanggungan secara di bawah tangan tidak boleh pula mengandung cacat kehendak 

atau kata sepakat dianggap tidak ada, jika terjadi:92 

1. Adanya kesesatan atau kekeliaan (dwalirlg) 

2. Adanya paksaan (&an& 

3. Adanya penipuan (herdog) 

4. A d a ~ y a  penyalahgunaan keadaan (ntisbnlik IJGII on~stclndigheden). 

Dengan terjadinya salah satu ha1 tersebut diatas menyebabkan kata sepakat 

dianggap tidak ada. Adanya cacat kehendak mnyebabkan pe janjian tersebut tidak 

sah menurut hukum. Maka bagi pihak yang merasa dirugikan dayat menggunakan 

dasar hukum adanya perbuatan melawan hukum untuk mohor! ke pengadilan agar 

supaya pe rjanjian tersebut dibatalkan. Dalam perkara perjanjian penjualan baran? 

jaminan secara di bawah tangan yang menyatakan adanya cacat kehendak yaitu 

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menyatakan adanya cacat 

kehendak dalam perjanjian penjualan objek jaminan hak atas tanah secara di bawah 

tangan yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1904.WSipl1982 

tanggan 30 Juli 1985. 93 

99. Satrio, H d w n  Perikatan, Peiikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Buku I, Penerbit 
PT. Citra Aditya BA-i, bandung, 1995, hlm.: 27 

93 Putusan Mahkarnah Agung Repubiik Indonesia Nomor 1904.K/Sip/1982 tanggan 
30 Juli 1985. 



Di dalam putusan Mahkamah Agung tersebut tidak secara tegas dinyatakan 

adanya penyalahgunaan keadaan (n~isbn~ik van onista~zdighedenj tapi dalam 

pertimbangannnya dinyatakan bahwa Debitur terikat pada hutang-hutang lainnjra. 

Sehingga berada dalam posisi lemah dan terdesak, diklasifikasikan sebagai kehendak 

satu pihak (een zijdig contract). 

Demikian pula kita dapat melihat Putusan Mahkamah Agung Republik 

Icdonesia yang menyatakan adanya cacat kehendak yang dilakukan oleh Bank dalam 

melakukan penjualan barang jaminan secara di bawah tangan yaitu: Putusan 

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 456.WPdtl1991, tanggal 29 Juli 1994. 

pertimbangan hukum dari Putusan ?/iahkamah Agung Republik Indonesia tersebut 

intisarinya tindakan penyelesaian kredit macet oleh Bank dengan cara debt collector 

sebagai tindakan di luar jalur formal dan bertentangan dengan h ~ k u m . ~ "  

Melihat contoh kasus di atas, maka dapat dikatakan bahwa Putusan 

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 456.Wdt1199 1 tanggal 29 Juli 

tersebut, perbuatan Bank mencerminkan adanya paksaan (dwarzg), sehingga 

mengandung cacat kehendak. Dan dengan adanys cacat kehendak menyebabkan 

perjanjian tersebut tidak sah menurut hukum, maka bagi pihak yang merasa dirugikan 

dapat menggunakan dasar hukum adanya perbuatan melawan hukum untuk mohon 

ke pengadilan agar supaya perjanjian tersebut dibatalkan. 

94 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 456.WPdtJ1991, tanggal 29 
Juli 1994. 



Apabila kredit sudah macet, Bank mengalami kesulitan untuk memperoleh 

persetujuan dari nasabah Debitur. Dalam keadaan tertentu, justru menurut 

pertimbangan Bank labih baik agunan itu dijual di bawah tangan dari pada dijual di 

pelelangan umum. Bank sendiri berkepentingan agar hasil penjualan agunan tersebut 

cukup jumlahnya untuk membayar seluruh jumlah kredit yang terutailg. Kesulitan 

untuk memperoleh persetujuan nasabah tersebut dapat terjadi misalnya karena 

nasabah Debitur yang tidak lagi beritikad baik, tidak bersedia ditemui oleh Bank, 

atau telah tidak diketahui dimana keberadaan~ya 

Agar Bank dikemudian hari setelah kredit diberikan tidak mengalami 

kesulitan keadaan tersebut, Bank pada waktu kredit diberikan mensyaratkan agar di 

dalam pe rjanjian kredit diperjanjikan bahwa Bank diberikan kewenangan untuk dapat 

menjual sendiri agunan tersebut secara di bawah tangan atau meminta pada Debitur 

untuk memberikan surat kekuasaan kepada Bank untuk dapat menjual sendiri agunan 

tersebut secara di bawah tangan. Di samping itu Bank di dalam melakukan penjualan 

terhadap barang agunan hams terjadi pada harga yang wajar dari harga umumnya 

pada saat itu, untuk daerah atau lokasi barang agunan tersebut. 

Di dalam praktek perbankan adakalanya pihak Rank mengalami kesulitan 

untuk memenuhi adanya kesepakatan antara pemberi Hak Tanggungan untuk 

melakukan penjualan secara di bawah tangan Apabila Bank melakukan dengan harga 

yang jauh di bawah harga yang wajar dan harga unlilmnya tersebut, pemberi Hak 

Tanggungan dan Debitur sendii-i (dalam ha1 Debitur bukan pernilik objek Hak 



Tanggungan) dapat mengajukan gugatan terhadap Bank. G~ga tan  tersebut bukan 

didasarkan pada pelaksanaan penjualannya berdasarkan dalih bahwa penjualan objek 

Hak Tanggungan hams dilakukan melalui pelelangan umum, tetapi didasarkan pada 

harga penjualan itu yang dinilai tidak wajar. Dasar hukum yang dapat diajukan oleh 

pemeberi Hak Tanggungan dan Debitur adalah bahwa Bank telah melakukan 

perbuatan melawan hukum (onreehtnzatige daad). Keabsahan penjualan objek Hak 

Tanggungan oleh Bank sering menarik perhatian yaitu adanya kewajiban 

memberitahukan rencana penjualan di bawah tangan kepada yang berkepentingan. 

Hal tersebut sebagimana tercantum dalam Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Hak 

~ a n ~ ~ u n ~ a n : ~ '  

"Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat 
dilekukan setelah lewat 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh 
pemberi dan atau pemegang Hak Tanggungan kepada pihak-pihak yang 
berkepentingan dan diumumkan sedikit-dikitnya dalam 2 (dua) surat kabar 
yang beredar di daerah yang bersangkutan dan atau media massa setempat, 
serta tidak ada pihak yang menyatakan keberatan" 

Persyaratan yang ditetapkan pada ayat ini dimaksudkan untuk melindungi 

pihak-pihak yang berkepentingan. Menurut penjelasan Undang-Undang Hak 

Tanggungan Pasal 20 ayat (3) yang dimaksud pihak berkepentingan yaitu pemegang 

Hak Tanggungan kedua, ketiga, dan Kreditur lain dari pemberi Hak Tanggungan. 

Kemudian Jangka waktu wtuk pemberitahuan perhitungannya berdasarkan 

penjelasan Undang-Undang Hak Tanggungan dimulai sejak tanggal pengiriman surat 

tercacat, tanggal pengiriman melalui kurir atau tanggal pengiriman facsimile. Apabila 

'' Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 tahun 196 Tentang Hak Tanggungan 



ada perbedaan antara tanggal pemberitahuan dan tanggal pengumuman yang 

dimaksud pada ayat ini, jangka waktu 1 (satu) bulan dihitung sejak tanggal paling 

aknir diantara kedua tanggal tersebut. 

Dalam ha1 ini diharapkan oleh pembuat Undang-Undang agar tidak 

menghendaki adanya penyimpangan atas prosedur eksekusi seperti yang ditentukan 

dalam Pasal 20 Undang-Undang Hak Tanggungan. Sehingga ketentuan Pasal 20 UU 

Nomor 4 tahun 1994 Tentang Hak Tanggungan dimaksudkan untuk melindungi 

kepentingan umum dari asas kebebasan berkontrak dimana pada asasnya orang dapat 

membuat perjanjian dengan isi yang bagaimanapun juga asal tidak bertentangan 

dengan Undang-Undang kesusilaan dan ketertiban umum. 

Di dalam praktek perbankan adakalanya dalam pelaksanaan perjanjian 

penjualan objek Hak Tanggungan secara di bawah tangan terhadap suatu kredit 

macet dicari suatu jaian pendekatan kepada Debitur, atau pemberi jaminan agar 

mereka mencari sendiri pembeli dan merundingkan harganya dengan pembeli yang 

bersangkutan, asal memenuhi minimum harga yang diisyaratkan oleh Kreditur. 

Dengan janji bahwa sampai sejumlah tertenu dari hasil penjualan akan diserhkan 

kepada Kreditur sebagai pembayaran atau pelunasan. Kreditur menjanjikan roya atau 

objek agunan / jaminan, sehingga pembeli akan mendapatkan objek agunan / jaminan 

tersebut bebas dari beban yang diletakkan oleh Kreditur tersebut. 



Oleh karena penjualan objek yang dijadikan agunan atau jaminan tersebut di 

atas dilakukan oleh dan dengan persetujuan dari pemilik sendiri yang adalah pemberi 

Hak Tanggungan dan bahkan dari luar tampak seperti atas inisiatif pemilik sendiri, 

maka semuanya bisa dilakukan dengan prosedur jual beli biasa. Dengan demikian, 

maka apabila melaksanakan perjanjian penjualan objek Hak Tanggungan secara di 

hawah tangan bertentangan dengan Undang-Undang kesusilaan dan ketertiban umum 

adalah batal demi hukum. 

Dengan kata lain bahwa sepakat mereka yang mcngikatkan diri adalah asas 

esensial dari suztu perjanjian. Asas ini dinamakan juga asas otonomi konsensualisme 

yang rnenentukan adanya perjanjian. Asas konsesualisme ini mempunyai hubungan 

erat dengan asas kebebasan berkontrak dan asas kelcuatan mengikat yang terdapat 

dalam h s a l  1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum perdata bahwag6 setiap 

pejanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang 

membuatnya. 

9h Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. 



3. Peranan eksekusi melalui penjualan di bawah tangan dalam kredit 

perbankan pada saat terjadi kredit macet 

Dalam rangka pembangilnan ekonomi diperlukan tersedianya dana, yang salah 

satunya adalah dalam bentuk kredi; yang diberikan oleh lembaga perbankan. 

Penyaluran kredit kepada pelaku usaha selaku debitor sarat dengan risiko 

kemacetan. Untuk mengurangi risiko kerugian dalam penyaluran kredit tersebut, 

maka diperlukan adanya lembaga jaminan sebagai sarana pengaman. Dalam UU 

Perbankan telah ditegaskan baliwa dalam menyalurkan kredit, bank wajib mempunyai 

keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta 

kesanggupan debitor dalam mengembalikan hutang (kredit) sebagaimana yang 

diperjanjikan '' 
Undang-undang telah memberikan pengamanan kepada kreditor dalam 

menyalurkan kredit kepada debitor, yakni dengan memberikan jaminan umum 

menurclt Pasal 1 13 1 dan 1 13 2 KUHPerdata yang menentukan bahwa semua harta 

kekayaan (kebendaan) debitor baik bergerak atau tidak bergetak, yang sudah ada 

maupun yang baru akan ada menjadi jaminan aias seluruh perikatannya dengan 

kreditor. Apabila terjadi wanpre .~f~s i  maka seluruh harta benda debitor dijual lelang 

dan dibagi-bagi menurut besar kecilnya piutang masing-masing kreditor. N- arnun 

perliridungan yang berasal dari jaminan umum tersebut dirasakan masih belum 

97 Moch. Isnaeni, Problematika Eksekusi Sertifikal Hak Tanggungan, Penerbit 

LaksBang PRESSindo, Yoglakarta, 2005, hlm.: 1 



memberikan rasa aman kepada kreditor, sehingga dalam praktik penyaluran kredit, 

bank memandang perlu untuk meminta jaminan khusus terutama yang bersifat 

kebendaan. 98 

Di sisi lain dalam hukum perdata formil ditentukan bahwa eksekusi pada 

dasarnya adalah tindakan melaksanakan atau menjalankan putusan pengadilan. Salah 

satu prinsip yang terkandung dalam hukum eksekusi adalah eksekusi hanya 

dijalankan terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum 

tetap. Artinya terhadap putusan tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum biasa 

(banding dan kasasi). Di samping itu, suatu eksekusi dilakukan secara paksa, yakni 

dengan bantuan pengadilan. Apabila terhadap suatu putusan pihak lawan berkenan 

menjalankan (mencukupi) isi putusan secara sukarela, maka tidak diperlukan 

tindakan eksekusi. Tindakan eksekusi baru diperlukan jika pihak ying kalah tidak 

mau memenuhi putusan secara ~ u k a r e l a . ~ ~  

Eksekusi dilakukan atas perintah dan di bawah pengawasan Ketua Pengadilan 

Negeri. Kewenangan menjalankan eksekusi mutlak berada di tangan pengadilan 

negeri yang menjatuhkan putusan pada tingkzt pertama. Meski yang hendak 

dieksekusi adalah putusan Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung, namun 

kewenangan menjalankan putusan tetap ada pada Pengadilan Negeri yang 

98 Soetojo Praiviroamidjojo Dan Martrr!ena Pohan, Bab-Bab Tentang Hukum Benda. 
Penerbit Bina Ilmu, Surabaya, 199 1, hhn. 17 

99 S u d h o  Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, 
Yogjakarta, 1993, hlm.: 187. 



pertama menjatuhkan putusan. Suatu putusan dapat dijalankan secara paksa kepada 

pihak yang kalah maka pada kepala putusan tersebut hams tercantum kata-kata 

,, 100 "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Ma Esa . 

Dapat dijelaskan bahwa salah satu fasilitas yang diberikan oleh UU Hak 

Tanggungan adalah mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya jika pemberi hak 

tanggungan (debitur) tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah 

diperjanjikan, demikian disebutkan dalam Penjelasan Umum angka 9 UUHT. Adapun 

mengenai tata cara eksekusi obyek hak tanggungan diatur dalam Fasal 20 ULMT 

yang pada intinya memuat tiga cara, yaitu:lO' 

1. Eksekusi berdasarkan janji untuk menjual obyek hak tanggungan atas 

kekuasaan sendiri; 

2. Eksekusi berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat pada sertifikat hak 

tanggungan; dan 

- 
-3 Eksekusi melalui penjualan obyek hak tanggungan secara di bawah tangan 

berdasarkan kesepakatan yang di'ouat antara pemberi dan pemegang hak 

tanggungan. 

Dan beberapa ketentuan ekseksi yang telah dijelaskan di atas, maka dapat 

eksekusi secara di bawah tangan merupakan cara yang paling mudah ditempuh, 

sedang jika gaga1 maka dapat dilakukan dengan eksekusi penjualan lelang atas 

I00 Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidmg Perdata, Penerbit 
Gramedia, Jakarta, 1995, hlrn. : 17. 

101  Moch. Isnaeni, Problematlka Eksekusi.. . . . . . . . . . . . . . . . . Op.Cit., hlm. : 7 



kekuasaan kreditur yang biasa disebut parate eksekusi, dan jika tetap mengalami 

kegagalan maka upaya terakhir adalah dieksekusi secara paksa dengan bantuan 

pengadilan berdasarkan titel eksekutorial sertifikat hak tanggungan. lo2  

Jadi, kreditur pemegang hak tanggungan mempunyai tiga senjata yang dapat 

dipilih dalam mempercepat pelunasan piutang, yaitu eksekusi secara paksa dengan 

bantuan pengadilan, parate eksekusi dan penjualan di bawah tangan. Ketiga senjata 

tersebut digunakan jika debitur dianggap wanprestasi, yakni tidak melaksanakan 

kewajiban sebagaimana yang diperjanjikan. Apabila perjanjian kredit antara nasabah 

(debitur) dengan bank (kreditur) be rjalan sesuai yang dipe janjikan, maka keberadaan 

jaminan tidak menampakkan peran yang berarti. Lembaga jaminan barn mempunyai 

arti penting saat debitur wanprestasi, baik sengaja atau karena kelalaian. Apabila 

debitur wanprestasi kreditur pemegang hak jaminan mempunyai hak untuk 

mengeksekusi obyek jaminan secara paksa dengan bantuan pengadilan, yakni dengan 

menjua! melalui pelelangan umum. '03 

Dalam praktik perbankan debitur dikatakan wanprestasi jika tidak 

melaksanakan kewajiban membayar angsuran kredit sebagaimana yang te!ah 

dipejanjikan bersama. Menumt Pasal 1238 K.U.H Perdata jika dalam perikatannya 

telah dibuat suatu ketetapan, maka debitor hams dianggap lalai dengan lewatnva 

waktu yang telah ditentukan. Jadi, eksekusi dapat dilaksanakan jika debitur sudah 

'" Ibid. 
In3 Ibid., hlm.: 8 



dianggap lalai dalam arti piutang yang dijamin dengan hak jaminan khusus kebendaan 

tersebut telah dinyatakan matang untuk ditagih. Seperti dikatakan oleh Star Busman, 

bahwa "notarieele akten, waaruit niet blijkt van het bestaan van een onmiddelijk te 

verujezen/ aanspraak tegen een bepaalde persoon (b. v een zodanige die eel1 niel- 

opeisbare vordering constateert) z evenmin a.'s votrissen, lvaarby dit niet het gel~al 

,, 104 is, voor tenuitvoering vat baar . 

Di dalam perjanjian kredit (yang merupakan perjanjian pokok) yang dibuat 

oleh bank (kreditur) dengan nasabah (debitor) umumnya dicantumkan ketentuar? 

mengenai wanprestasi. Menurut Setiawan, hampir setiap perjanjian hutang-piutang 

yang merupakan perjanjian pokok dan perjanjian pemberian jaminan (termasuk Hak 

Tanggungan) selalu mencantumkan pasal yang memuat default clau.ses, yaitu suaiu 

kejadian atau peristiwa yang menyebabkan hutang tersebut jatuh tempo sebelum 

waktunya.lO' Apabila bank secara sepihak telah menyatakan suatu kredit sebagai 

kredit macet, maka sejak saat itu perjanjian kredit menjadi status quo, dan tidak 

dibenarkan penambahan bunga atas kredit yang telah dinyatakan macet tersebut.lo6 

lo' Ibid. 
lo' Setiawan, Hak Tanggungm Dan Masalah Eksehusinya, Artikel Dalam Majalah 

Varia Peradilan Th. Xi, No. 13 1, Agustus 1996, Hlm.: 149. 
Io6 Putusan MA No. 2899.WPdt/19941 tanggal 15-2- 1996, Varia Peraddan Th. XIV, 

No. i57 Oktober 1998, hlm.: 3 1. 



Adapun klausula mengenai wanprestasi yang ierdapat dalam pe rjanjian kredit 

biasanya disebutkan demikian:Io7 

1. Kredit hams dilunasi selambat-lambatnya pada tanggal dengan ketentuan 

bahwa bilamana pada tanggal tersebut, ternyata debitur belum melunasi 

hutangnya, maka lewatnya tanggal . . . tersebut saja, sudah menjadi bukti yang 

nyata akan kelalaian debitur dan hutang tersebut dengan sendirinya menjadi 

matang untuk ditagih, dengan disertai atau tidak disertai denda; 

2. Kredit dengan sendirinya menjadi matang untuk ditagih kalau: 

a. Debitur meminta penundaan pembayaran (szucearzce ~ ~ n n  betaling); 

b. Debitur dadatau penjamin meminta atau dinyatakan pailit; 

c. Kekayaan debitur dan / atau penjamin dan barang jam man musnah; 

d. Berdasarkan pertimbangan Bank, kekayaan debitur dadatau penjamin 

mengalami kemunduran sedemikian rupa, sehingga tidak cukup untuk 

rnenjamin hutang debitur; 

e. Debitur meninggal dunia; 

f. Debitur pindah tempat dan atau tidak rnemberitahukan alamatnya 

yang baru; 

g.  Debitur danlztau pemberi jarninan ditaruh di bawah pengampuan atau 

kehilangan haknya untuk mengurus harta bendanya; 

I n i  Moch. Isnaeni, Probiematika Ekseh-si . . .  ... ... ... ... . . .  Op.Cit., hlm.: 9, Dikutib 
dari beberapa contoh &a perjanjian kredit yang diperlihatkan oleh Notaris dan Pejabat Bank. 



h. Keterangan debitur danlatau pemberian jaminan ternyata tidak benar 

dan ternyata tidak mematuhi janji-janjinya. 

Pada tingkat yang paling parah suatu wanprestasi tejadi jika debitur sama 

sekali tidak memenuhi kewajibar~nya yakni tidak membayar angsuran kredit beserta 

bunga dan dendanya sekalian, atau dalam terminologi perbankan dianggap sebagai 

suatu kemacetan kredit. Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Direksi BI No. 

31/147/Kep/Dir, tanggal 12 Nopeinber 1998 menggolongkan kualitas kredit ke 

daiam 5 jenis, yaitu ( I )  kredit lancar; (2) kredit dalam perhatian khusus (special 

rnerztion); (3) kredit kurang lancar (szlbstaildnr6); (4) kredit diragukan (doubtful); 

dan (5) kredit macet (loss) log 

Tindakan penyelamatan dana oleh bank dilakukan sejak kredit memerlukan 

perhatian khusus karena di sana te rjadi tunggakan sampai 90 hari pembayaran. Pada 

kondisi demikian bank memanggil debitor guna ini kredit yang mulai bermasalah itu. 

Kadangkala bank ikut membantu debitur dalam mengatasi persoalan kredit 

bermasalah tersebut melalui upaya recoriditror?ing, rescheduling dan restrzlcturirlg 

agar kredit yang bermasalah dapat disehatkan. Apabila upaya tersebut tidak 

membawa hasil, tetapi justru malah bertambah parah, yakni tejadi kredit macet, 

maka untuk mengurangi kerugian, bank melakukan penjualan barang jaminan yang 

sebelumnya telah diberikan oleh debitor. 

'OS Ibid., hlm.: 10 



Eksekusi obyek hak tanggungan secara di bawah tangan merupakan cara 

yang paling mudah dan dapat diperjanjikan bersama oleh pemberi dan pemegang hak 

tanggungan. Tujuan penjualan obyek hak tanggungan secara di bawah tangan ini 

adalah untuk mencari harga tertinggi, sehingga tidak merugikan debitur atau pemilik 

barang jaminan. Seringkali terjadi jika penjualan obyek hak jaminan (terrnasuk hak 

tanggungan) dilakukan melalui pelelangan umum maka harga jualnya jauh di bawah 

harga pasar. Tindakan "banting harga" ini terjadi jika peminat lelang atas barang 

jaminan tidak sesuai harapan penjual lelang. 

Di samping itu juga dapat terjadi karena ada kolusi antara pejabat lelang 

dengan kreditur yang memakai orang suruhan (stroonlc^c~~) untuk membeli barang 

jaminan deng harga murah atau di bawah harga pasar. Praktik rekayasa dalam 

penjualan lelang itu jelas merugikan debitur selaku pemilik barang jaminan, karena 

dia tidak dapat memperoleh sisa uang hasil penjualan lelang barancz jaminan sebaigai 

akibat terjual dengan harga murah. Kerugian lain akibat barang jaminan dijual dengan 

harga murah adalah hasil penjualan tidak cukup Untuk membayar hutang debitur 

beserta bunganya, sehingga debitur masih mempunyai beban hutang kepada kreditur. 

Rendahnya harga penjualan lelang itu kadangkala terjadi akibat kemerosotan 

nilai barang-barang jarninan, terutama jika berupa barang bergerak atau barang 

inventory seperti tagihan-tagihan, barang persediaan, bahan baku dan lain sebagainya. 

Kendati sebelumnya telah dilakukan pengecekan secara fisik (on the pot) maupun 

penelitian terhadap berkas (on desk), namun karena fluktuasi harga barang inventory 



sering tejadi begitu cepat dan sulit dimonitor, maka bank kesulitan menentukan 

kepastian harganya. Persoalan akan timbul ketika debitur wanprestasi karena harga 

barang-barang jaminan merosot sehingga te jual dengan harga murah saat dilelang. log 

Tsrj adinya kemerosotan harga j arang terjadi pada jaminan yzng berupa 

barang tidak bergerak temtama tanah, karena h a r g ~  tanah cendemng meningkat. 

Lebih-lebih lagi jika di sekitar lokasi tanah dibangun proyek proyek jalan atau pusat 

perbelanjaan, sehingga semakin meningkatkan nilai jual tanah. Kemerosotan harga 

dapat tejadi jika di atas tanah itu terdapat bangunan yang mengalami kemsakan, 

sehingga harga jual bangunannya jatuh, sedang harga tanahnya tetap tinggi. 

Kemerosotan harga atas obyek jaminan barang tidak bergerak jugs dapat tejadi 

karena faktor alam, misalnya disambar petir, banjir, gempa bumi; atau juga karena 
-.. - kelalaian manusia seperti kebakaran; serta dapat pula te jadi  karena tindakan manusia 

dengan sengaja, misalnya mengalihkan obyek jaminan atau membebani dengan hak- 

hak lain yang dapat mengurangi minat pembeli pada saat dilakukan penjualan lelang. 

Dengan deliiikian agar debitur selaku pemilik barang tidak bergerak tidak 

dimgikan oleh praktik penjualar, obyek jaminan dengan hzrga murah maka undang- 

109 Rizki Juniad. Beberapa Permasalhm u h  Hak Jaminan, Makalah Seminar 

Sosialisasi UU No. 4211999 Tentang jarninan Fidusia, Kejasama dengan BPHN Dan Bank 
Mandiri Di Jakarta, Tanggal 9-10 Mei 2000, Majalah Hukum Nasional, BFiRl Departemen 
Kehakunan Dan HAM No. 1 Th. 200 1, Jakarta, hlm.: 100. 



undang memberikan peluang kepada debitur untuk menawarkan clan mencari pembeli 

sendiri sebelum barang jaminan dijual melalui lelang. Ketentuan tersebut 

mengakomodasi keinginan para debitur yang sering dirugikan o!eh kreditur dan 

pejabat lelang yang melakukan rekayasa dalam penjualan lelang. Di samping itu juga 

dimaksudkan untuk melindungi pihak lain yang berkepeiitingan, yaitu pemegang hak 

tanggungan kedua, ketiga dan kreditur lain dan pemberi hak tanggungan. 

Dan apabila obyek hak tanggungan terjual dengan harga murah, maka 

pemegang hak tanggungan kedua dan seterusnya tidak mendapat bagian dan 

penjualan barang tersebut untuk melunasi hutang debitur. Sehingga eksekusi obyek 

hak tanggungan secara di bawah tangan dapat dilakukan jika sebelumnya telah 

disepakati bersama ~ l e h  pemberi dan pemegang hak tanggungan. Pelaksanaan 

penjualan di bawah tangan dapat dilakukan setelah lewat satu bulan sejak 

diberitahukan oleh pemberi dadatau pemegang hak tanggungan kepada pihak-pihak 

yang berkepentingan dan diumumkan sedikit-dikitnya dalam dua swat kabar yang 

beredar di daerah yang bersangkutan dan i ataii media massa setempat, serta tidak 

ada pihak yang keberatan. Apabila debitur tidak menemuk2n pembeli barang, maka 

dia dapat melakukan penebusan sendiri dengan melunasi hutang beserta bunga dan 

biaya yang telah dikeluarkan pemegang hak tanggungan. 

Eksekusi obyek hak jaminan melalui penjualan di b a w ~ h  tangan juga 

memberikan keuntungan kepada d e b h r  karena tidak hams rnenanggung biaya 

eksekusi dan pelelangan umum yang memakan biaya sangat besar. Seperti kita 



ketahui proses eksekusi obyek hak jaminan secara paksa dengan bantuan pengadiian 

dimulai dan diajukan permohonan eksekusi oleh kreditur kepada pengadilan, yang 

ditindaklanjuti dengan pemberian peringatan, penyitaan dan penjualan lelang. Biaya 

yang timbul dari eksekusi secara paksa tersebut dibebankan kepada termohon lelang 

yang dipotong dari hasil penjualan barang yang dilelang. Apabila biaya eksekusi 

sangat besar maka akan merugikan debitur sehingga hasil penjualan lelang tidak 

dapat menutupi hutangnya kepada kreditur karena terlalu banyak dipotong biaya- 

biaya eksekusi. 

Eksekusi penjualan di bawah tangan ini juga akan menguntungkan kreditur, 

terutama jika harga barang jaminan nilainya sepadan dengan hutang debitur. Apabila 

kreditur mengeksekusi barang jaminan secara paksa dikhawatirkan harga penjualan 

tidak sesuai harapan, oleh karena itu kreditur menyepakati dengan debitur agar 

penjualan dilakukan di bawah tangan. Melalui penjualan di bawah tangan ini pula 

kreditur tidak perlu bersusah-payah me~ggunakan semua hak baiknya sebagaimana 

yang tercantum dalam perjanjian jaminan kreditur tidak perlu mengeluarkan tenaga 

dan biaya untuk mengurusi penjualan barang jaminan. Kreditur juga dapat 

menyerahkan penjualan barang jaminan kepada debitur dan kreditur hanya menerima 

hasil dari penjualan tersebut guna menutupi hutang-hutang debitur beserta bunganya. 

Mengenai eksekusi penjualan di bawah tangan di dalan~ Pasal20 UUHT tidak 

dijelaskan siapa yang me!akukan penjualan, si debitur atau kreditur. Apabila debitlrr 

hendak melakukan penjualan obyek hak tanggungan, manakala hutang sudah 



opeisbare, sebenarnya debitur bisa mencari pembeli sendiri untuk menebus barang 

jaminan, asal dilakukan sebelum penjualan lelang. Pencarian pembeli dan kesepakatan 

mengenai harganya dapat dilakukan debitor tanpa terlebih dahulu menyepakati 

dengan kreditur. Biasanya debitor memberitahukan kepada kreditur perihal pembeli 

atau orang yang akan menutup hutangnya yang sudah opeisbare tersebut. Hal ini 

bagi kreditur tidak merupakan masalah, karena yang penting bagi kreditur adalah 

hutang dan bunga serta dendanya (kalau ada) dapat dilunasi. 

Dengan demikian maka ketentuan mengenai penjualan di bawah tangan ini 

ditujukan kepada kreditur, artinya yang melakukan penjualan dalam arti mencari 

pembeli dan menentukan harganya adalah kreditur. Untuk melakukan tindakan 

tersebut kreditur mutlak hams membuat kesepatakan dengan debitur. Keharusan 

adanya kesepakatan itu dimaksudkatl untuk melindungi debitur dari penjualan dengan 

harga murah atau penjualan secara rekayasa. Pasal 20 UWHT juga tidak menjelaskan 

mengenai saat kapan kesepakatan tersebut dicapai dan berlaku sah. Penjualan di 

depan umum menurut kebiasaan setempat bersifat oper7bnre o d e ,  sehingga janji 

daiam suatu akta yang telah diberikan terlebih dahulu oleh debitor atau pemberi 

hipotik yaitu pada waktu pemberian hipotik atau penandatanganan akta pengakuan 

hutangperjanjian kredit bahwa pemberi hipotik menyetujui penjualan barang jarninan 

secara di bawah tangan adalah tidak sah.'I0 

1 lo Mocll. Isnaeni. Froblematika Eksehusi . . . . . . . . . . . . . . . . .Op. XCit., hlm.: 13, Dlkutib 
Dalam: PA. Stcin, Zekerh~idsrechten, Hypotheek, Tweede Druk, Kluwer-Deventer, 1972, 
hlm.: 167. 



Lain halnya jika janji demikian diberikan setelah hutangnya opeisbare, maka 

masih menurut Stein janji tersebut adalah sah, karena debitur tidak berhubungan 

dengan kreditur selaku pencari nasabah kredit sehingga dia bebas menentukan 

kehendaknya. Selengkapnya Stein mengatakan: 11' 

"Een onderhandse verkoop is onder die omstandigheden alien mogel met 
bijzondere toestemming van de hypotheekgever. Een beding, by de vestiging 
van de hypotheek overeengekomen, waarbzj de hypotheekgever bij voorbaat 
zou verkiaren met uitwinning door middel van een onderhandse verkoop in te  
stemmen, zou niet geldig zUn, daar de wettel regeling aangaande de verkoop 
in het openbaiir van openbare orde is. Wordt echter de toestemming door de 
hypotheek tot de overhandse verkoop verstrekt nadat de door hypotheek 
gedekte vordering opeisbaar is geworden, dan is deze toestemming geddig, 
omdat dan tijdens het aangaan van denadere overeenkomst de schuldenaar 
niet meer als kredietzoekende tegenover z wederpartij staat en onaJhanke1 z 
wii kan bepalen" 

Apabila dilihat ketentuan Pasal 20 ayat (3)  UCTHT nampak bahwa 

kesepakatan untuk menjual di bawah tangan yang dibuat oleh pemberi dan pemegang 

hak tanggungan adalah pada saat hutang dapat ditagih (opeisbare). Hal itu terlihat 

dari adan ya keteiltuan yang menyatakan bahwa penjualan baru dapat dilakukan 

dalam waktu paling sedikit satu bulan setelah diberitahukan kepada 

pihak-pitiak yang berkepentingan. Di samping itu dari ketentuan mengenai keharusan 

diumumkan dalam media cetak atau media lain sebelum pelaksanaan penjualan juga 

dapat ditafsirkan bahwa penjualan di bawah tangan yang dimulai dan pencapaian 

kesepakatan dan pengumuman penjualan baru dapat dilakukan jika hutang sudah 

dapat ditagih. 

"' Ibid. 



Kendati cara penjualan di bawah tangan memberikan keuntungan, tetapi juga 

terdapat beberapa kekurangan. Salah satunya adalah tidak adanya persaingan bebas 

di antara para calon pembeli, karena tidaic dilakukan secara terbuka meski 

diumumkan melalui media. Kerugian lain yang mungkin timbul adalah terjadi 

persekongkolan antara pemegang jaminan dengan pembeli untuk memufakati harga 

yang tidak sesuai keinginan debitur. Misalnya, di antara kreditur dan pembeli 

disepakati harga tinggi guna menutup hutang debitur, tetapi kepada debitur dan 

kreditur lain serta yang termuat dalam akta jual beli ditulis dengan harga murah. 

Untuk mengantisipasi tindakan curang seperti maka sebaiknya jual beli di bawah 

tangan dilakukan dengan terlebih dahulu meminta persetujuan kepada hakim di 

samping persetujuan dan debitur. 

Pada lembaga jaminan hipotik di Belanda, penjualan di bawah tangan ternyata 

lebih disukai olch bank, karena memberikan hasil yang lebih tinggi dibanding 

penjualan melalui pelelangan umum. Deiigan hasii yang lebih tinggi pada penjualan di 

bawah tangan tersebut maka bank menerima pembayaran tagihamya dalam jurnlah 

bagian yzng lebih besar. Sedangkan debitur menerima jumlah yang lebih sedikit ( I t ,  

de praktzjk brengt cen huis b openbare verkoop bona alt nlinder op Jan b 

onderhanake verkooy. De hogere opbrengst maakt dat de bank een grater geJee./te 

van zUn \)ordering vo'dnan kr De ,schzl/uenaar b:, dan nlet eel7 kleinere restscl711.d 

zitten). I2 

' I 2  Ibid. 



Penjualan di bawah tangan juga dikenal dalam lembaga jaminan mortgage di 

Amerika Serikat, yang disebut dengan penjualan barang jaminan secara pribadi 

(privat forcloszrre sale) tanpa memerlukan prosedllr formal dari pengawasan dan 

pengadilan. Kreditur hams memperoleh akta kepercayaan (deed of trtrst) dan 

pemberi mortgage (disebut mortgagor) untuk menawarkan kepada pihak ketiga agar 

membeli barang jaminan tersebut. Untuk menghindari penjualan barang Jaminan 

dengan harga rendah yang tidak adil (znfair@ lowp price), undang-undang dan 

pengadilan mewajibkan kreditur berbuat jujur (good faith) dan melakukan uji tuntas 

(due diligence) untuk mendapatkan harga tertinggi. Apabila lu-editur tidak 

melakukan kedua kewajiban itil, dia dapat kehilangan hak untuk msnjual di bawah 

tangan dan hams membayar ganti kemgian kepada debitur. 

Dalam praktik perbankan di Indonesia apabila suatu lu-edit mengalami 

kemacetan, bank selaku kreditur tidak serta m-erta mengeksekusi barang jaminan. 

Kreditur terlebih dahulu menegosiasikan dsngan debitur agar mencari pembeii dan 

nierundingkan sendiri harganya dengan syarat memenuhi harga minimun yang 

diinginkan kreditur. Bisa juga terjadi bank meminta persetujuan (kesepakatan) dan 

debitur untuk menjual obyek hak tanggungan secara di bawah tangan dengan ikut 

mencari calon pembeli. Penjualan oleh kreditur secara di bawah tangan hams 

memenuhi ketentuan 3asal 20 ayat (2) dan ayat (3) TJ'U Nomor 4 Tahun 1994 

Tentang Hak Tanggungan, yakni didahului pengumuman di media cetak atau media 

lainnya. 



Apabila debitur berhasil mendapatkan calon pembeli, maka dilakukan 

perundingan dengan pihak bank perihal proses jual beli barang jaminan. Bank 

biasanya meminta pembayaran sebagian dan harga jual beli itu untuk melu~asi hutang 

debitur. 

Bank selaku kreditur menjanjikan bahwa jika pelunasan hutang telah 

dilakukan maka akan diberikan surat roya kepada pembeli untuk membersihkan tanah 

yang dibeli dari beban hak tanggungan. Pembeli juga dapat meminta kepada kreditur 

agar tanah yang dibeli tersebut dibebaskan dari nilai hak tanggungan selebihnya 

dengan catatan juga disetujui oleh kreditur yang lain. Dan apabila telah tercapai 

kesepakatan antara debitur, calon pembeli dan kreditur, maka proses jual beli barang 

jaminan dilakukan seperti transaksi jual beli biasa. Kreditur tidak perlu khawatir jika 

hasil jual beli tidak digunakan untuk melunasi hutang debitur, karena selama hutang 

belum dilunasi maka hak tanggungan terus melekat pada bendanya di tangan siapa 

benda itu berada. 

Sebaliknya pembeli barang jaminan tidak perlu khawatir kreditur (bank) tidak 

memberikan pernyataan lunas atau surat roya setelah hutang debitur dilunasi, karena 

roya dapat dilakukan dengan meminta surat perintah kepada pengadilan jika kreditur 

tidak bersedia memberikan surat keterangan pelunasan pembeli biasanya tidak 

membayarkan seluruh uang harga jual beli atas obyek hak tanggungan, tetapi lebih 

dahulu membayar sejurnlah uang yang menjadi hak kreditur dan menyerahkan 

kepadanya. Setelah pembeli menyerahkan uang terssbut maka kreditur memberikan 



surat roya kepada pembeli untuk disampaikan kepada Kantor Pertanahan sebagai 

dasar bagi pencoretan hak tanggungan atas tanah yang baru dibelinya. Setelah 

kreditur menyerahkan surat royanya, maka pembeli membayar sisa harga tanah 

tersebut kepada debitur atau pemilik tanah asal Cjika ada sisa). 

Jual beli di bawah tangan dapat terlaksana jika tercapai kesepakatan antara 

debitur, kreditur dan pembeli tanah. Sedangkan jika debitur tidak dapat ditemui, 

sengaja menghindar atau menghilang sejak terdapat kredit macet, maka penjualan 

obyek hak tanggungan di bawah tangan tidak mungkin dapat dilakukan. Karena, 

salah satu syarat dilakukan penjualan di bawah tangan tersebut hams ada persetujuan 

(kesepakatan) antara pemberi dan penerima hak tanggungan 

Dengan demikian apabila debitur berada daiam keadaan tidak hadir maka 

kreditur dapat menggunakan fasilitas parate eksekusi yang diatur dalam Pasal 6 UU 

Nomor 4 Tahun 1994 Tentang Hak ~ a n ~ ~ u n ~ a n , " '  jika dia merupakan kreditur 

pertama. Sehingga berdasarkail hak atas parate eksekusi tersebut kreditur berhak 

meminta dilakukan penjualan lelang atas obyek hak tailggungan kepada Kantor 

ielang di tempat wilayah letak tanah yang akan dilelang tanpa tsrlebih dahulu 

meminta fiat eksekusi kepada Pengadilan Negeri. 

' I 3  Pasal 6 UU Nomor 4 Tahun 1994 Tentang Hak Tanggungan. 



BAB IV. 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1 .  Tata cara eksekusi hak tanggungan di bawah tangan telah termuat di dalam 

perjanjian penjualan secara di bawah tangan berdasarkan Pasal 20 ayat (2) 

Undang-Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan 

atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, tampaknya 

pembuat Undang-Undang menyadari adanya kendala-kendala yang dihadapi 

dalam menyelesaikan piutang Kreditur yang telah wanprestasi atau tidak 

memenuhi kewajibannya, baik itu melalui Pengadilan ataupun melalui cara 

lelang. Paling tidak dalam peristiwa-peristiwa tertentu akan diperolehnya 

kemungkinan harga yang lebih baik kalau perjanjian penjualan barang jaminar? 

tersebut dilakukan dengan cara di bawah tangan. 

Peranan eksekusi secara di bawah tangan mempunyai keuntungan bagi 

debitor dan kreditor, yaitu: 

a. Keuntungan Bagi Debitor adalah: 

- Eksekusi secara di bawah tangan, merupakan cara yang paling mudah 

ditempuh, sedang jika gaga1 maka dapat dilakukan dengan eksekusi 

penjualan lelang atas kekuasaan kreditur yang biasa disebut parate 

eksekusi, dan jika tetap mengalami kegagalan maka upaya terakhir 



adalah dieksekusi secara paksa dengan bantuan pengadilan 

berdasarkan titel eksekutorial sertifikat hak tanggungan. 

Eksekusi obyek hak tanggungan secara di bawah tangan dapat 

dilakukan jika sebelumnya telah disepakati bersama oleh pemberi dan 

pemegang hak tanggungan. Pelaksanaan penjualan di bawah tangan 

dapat dilakukan setelah lewat satu bulan sejak diberitahukan oleh 

pemberi dan/atau pemegang hak tanggungan kepada pihak-pihak yang 

bei-kepentingan dan diumumkan sedikit-dikitnya dalam dua surat kabar 

yang beredar di daerah yang bersangkutan dan / atau media massa 

setempat, serta tidak ada pihak yang keberatan. Apabila debitur tidaic 

menemukan pembeli barang, maka dia dapat melakukan penebusan 

sendiri dengan melunasi hutang beserta bunga dan biaya yang telah 

dikeluarkan pemegang hak tanggungan; 

Eksekusi obyek hak jaminan melalui penjualan di bawah tangan juga 

mernberikan keuntungan kepada debitur karena tidak hams 

menanggung biaya eksekusi dan pelelangan umum yang memakan 

biaya sangat besar. Seperti kita ketahui proses eksekusi obyek hak 

jamican secara paksa dengan bantuan pengadilan dimulai dan diajukan 

permohonan eksekusi oleh kreditur kepada pengadilan, yang 

ditindaklanjuti dengan pemberian peringatan, penyitaan dan penjualan 

lelang. Biaya yang timbul dari eksekusi secara paksa tersebut 



dibebankan kepada termohon lelang yang dipotong dari hasil 

penjualan barang yang dilelang. Apabila biaya eksekusi sangat besar 

maka aka11 rn9rugikan debitur sehingga hasil penjualan lelang tidak 

dapat menutupi hutangnya kepada kreditur karena terlalu banyak 

dipotong biaya-biaya eksekusi. 

b. Keuntungan Bagi Kreditor: 

- Eksekusi penjualan di bawah tangan ini juga akan menguntungkan 

kreditor, terutama jika harga barang jaminan nilainya sepadan dengan 

hutang debitur, yaitu bahwa apabila kreditui mengeksekusi barang 

jaininan secara paksa dikhawatirkan harga penjualan tidak sesuai 

harapan, oleh karena itu kreditur menyepakati dengan debitur agar 

penjualan dilakukan di bawah tangan. 

- Melalui penjualan di bawah tangan ini pula kreditur tidak perlu 

beisusah-payah menggunakan semua hak baiknya sebagaimana yang 

tercantum dzlam pejanjian jaminan kreditur tidak perlu mengeluarkan 

tenaga dan biaya untuk mengurusi penjualan barang jaminan. Kreditur 

juga dapat menyerahkan penjualan barang jaminan kepada debitur dan 

kreditur hanya menerima hasil dari penjualan tersebut guna inenutupi 

hutang-hutang debitur beserta bunganya. 



B. Saran 

I .  Eksekusi melalui cara penjualan di bawah tangan memang banyak 

memberikan keuntungan. akan tetapi juga terdapat beberapa kekurangan. 

Salah satunya adalah tidak adanya persaingan b e h s  di antara para calon 

pembeli, karena tidak dilakukan secara terbuka meski diumumkan melalui 

media. 

2. Kemungkinan timbulnya kerugian yang lain adalah terjadi persekongkolan 

antara pemegang jaminan dengan pembeli untuk memufakati harga yang tidak 

sesuai keinginan debitur. Misalnya, di antara kreditur dan pembeli disepakati 

harga tinggi guna menutup hutang debitur, tetapi kepada debitur dan kreditur 

lain serta yang termuat dalam akta jual beli ditulis dengan harga murah. 

Untuk mengantisipasi tindakan curang seperti maka sebaiknya jual beli di 

bawah tangan di!akukan dengan terlebih dahulu rneminta persetujuan kepada 

hakim di samping persetujuan dan debitur. 
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